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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Secara normatif yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara
berdasarkan Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik,
pelaksana kebijakan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan Makmur
maka dibutuhkan adanya Aparatur Sipil Negara yang loyal dan patuh
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, memegang teguh ideologi
Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, integritas dan menyadari tanggung jawabnya untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. PNS yang
merupakan unsur utama sumber daya manusia ASN, memiliki peranan
penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok PNS sebagaimana di
atas, dilaksanakan program pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) sebelum diangkat menjadi PNS.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar bagi CPNS tahun 2022
didasarkan oleh Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentangPelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil (Perlan No. 1 Tahun 2021). Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan
dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi
bidang. Menurut Pasal 7 Perlan No. 1 Tahun 2021, pelatihan dasar CPNS
dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan Blended Learning.

Pada Pelatihan Dasar CPNS 2021, dilaksanakan dalam bentuk
Blended  Learning yang dilaksanakan  melalui 3 bagian yaitu
pembelajaran pelatihan mandiri (self learning), sychronus dan asychronus,
dan pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar
CPNS. Materi pembelajaran distance Pelatihan Dasar CPNS ini meliputi
sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS (BerAKHLAK), kedudukan
dan peran PNS dalam NKRI (manajemen ASN dan Smart ASN), serta materi
pelatihan habituasi. Kemudian, diberikan tugas untuk menyusun
Rancangan Aktualisasi yang mengimplementasikan materi yang telah
dipelajari dengan permasalahan atau isu strategis yang ada dalam instansi
satuan kerja masing-masing peserta Latsar.

Aktualisasi yang akan dilaksanakan Penulis, didasarkan pada salah
satu pengamatan yang dilakukan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
khususnya di Subseksi Penetapan Instansi Pemerintah Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I. Bahwa adanya target sertifikasi aset daerah di Kota
Surabaya cukup tinggi yaitu 1.594 sejak Januari sampai dengan bulan
Desember 2022 dengan keanggotaan Subseksi terbatas hanya 5 orang
maka yang terjadi belum efektifnya cara pengerjaan Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah Instansi Pemerintah karena identitas Pemohon,
letak obyek yang dimohonkan, Riwayat tanah, dan data pendukung lainnya
masih dikerjakan secara manual melalui Microsoft word. Oleh karena itu,
dalam rangka percepatan target penyelesaian, maka perlu diterapkan
gagasan pemecahan isu yaitu “penggunaan mailings dalam Microsoft word
dan Microsoft excel dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak



atas tanah instansi pemerintah”. Diharapkan dengan digunakannya cara
tersebut pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, dan
memudahkan pengerjaan permohonan hak atas tanah.

B. Tujuan Organisasi

Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Tahun 2020-2024 telah dijelaskan visi, misi, dan tujuan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bahwa
yang menjadi visi Kementerian selama lima tahun ke depan adalah
mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya
dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung
tercapainya “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun yang menjadi misi kementerian
adalah :

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang
produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Misi ini diimplementasikan
dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan
memperhatikan: a) aspek ekonomi yaitu penyelenggaraan penataan ruang
dan pertanahan yang produktif, b) aspek lingkungan yaitu
penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan;
dan c¢) aspek sosial yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan
pertanahan yang berkeadilan.

2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang
berstandar dunia. Misi ini dimaksudkan agar mampu bersaing dengan
negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong
terwujudukan masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

Sebagai pendukung kebijakan nasional, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga berkewajiban mewujudkan 7
(tujuh) agenda dalam RPJMN ke-IV yaitu: memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan
wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan
transformasi pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut, melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2020 tentang Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 5 huruf a dijelaskan
7 (tujuh) Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia antara lain:

1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata

ruang;

2) Survei dan pemetaan pertanaha dan ruang;

3) Penetapan hak dan pendaftaran tanah;

4) Penataan agraria;

5) Pengadaan tanah dan pengembangan tanah;

6) Pengendalian dan penertiban tanah dan pemanfaatan ruang;

7) Penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Dengan demikian yang menjadi tujuan dari Kementerian adalah :
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1) Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Sasaran strategis: penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

2) Penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan lingkungan
hidup yang berkelanjutan. Sasaran strategis: peningkatan kualitas dan
pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang.

3) Pelayanan public dan tata Kelola kepemerintahan yang berkualitas dan
berdaya saing. Sasaran strategis: terwujudnya tata Kelola kelembagaan
yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik.

C. Tugas dan Fungsi

Kewenangan yang melekat pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia salah satunya
adalah mengatur dan melaksanakan penetapan hak dan pendaftaran tanah.
Mengingat negara Indonesia mengenal adanya konsep otonomi daerah maka
kewenangan tersebut kemudian dilakukan mandat kepada Kantor Wilayah
dan Kantor Pertanahan melalui Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Pertanahan (selanjutnya disebut Permen 17/2020).

Berdasarkan Pasal 21 Permen 17/2020 diatur fungsi Kantor
Pertanahan yang salah satunya adalah melaksanakan penetapan hak dan
pendaftaran tanah. Fungsi tersebut diberikan kepada Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 27 Pemen 17 /2020 yaitu:
“Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan,
inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi
kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang,
pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan
hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan
kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.”

Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran dibagi menjadi dua Subseksi yaitu Subseksi Hak Atas Tanah
dan Ruang dan Subseksi Penetapan Tanah Instansi Pemerintah. Pembagian
tersebut didasarkan pada kategori Pemohon artinya ketika Pemohon
merupakan instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD maka
permohonan hak atas tanah akan dikerjakan oleh Subsie Penetapan Tanah
Instansi Pemerintah.

Saat ini jabatan Penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan dan
ditempatkan pada Subseksi Penetapan Tanah Instansi Pemerintah, Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran. Berdasarkan Lampiran II Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Uraian Jabatan Pelaksana
Nonstruktural di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dijelaskan tentang
Tugas dan Fungsi Analis Hukum Pertanahan :

1) Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-
surat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan
pendaftaran tanah berdasarkan disposisi pimpinan;

2) Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan
yang berlaku;

3) Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak
lain;

4) Menyusun dan menganalisis bahan penetapan hak atas tanah, hak
pengelolaan, penetapan perpanjangan jangka waktu, penetapan kembali
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hak atas tanah dan izin peralihan atau pelepasan hak atas tanah
instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan otorita, badan usaha
milik negara, badan hukum milik negara, badan usaha milik daerah,
lembaga perwakilan negara asing dan badan-badan hukum asing, serta
badan-badan hukum yang ditunjuk pemerintah.

D. Struktur Organisasi

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I memiliki wilayah kerja dalam 15

Kecamatan di Surabaya. Saat ini keseluruhan pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I adalah 154 pegawai dengan jabatan struktural
sebagai berikut:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KARTONO AGUSTIYANTD, S.T., M.M.

KEPALA SUB BAGIAN TATA
UsaHA

Y

YETTY NURBUATI KRYSTANTI,
SH.MH.

v

KOORDINATOR
DAM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

v v v v v

(EPALA SEKS| SURVEI, K SEKS| PENETA KERALA SEKS
HEPALA SEKE1 SURVEL SPALR SEKS PENETARAR KEFALA SEKS| PEMATAAN KEFALA SEKS| FENGADAAN =rhLA seKE
PENGUKURAN, DAN HAK DAN PENDAFTARAN et PEBER DAY AN TANEN DAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN
PEMETAAN T ' R AR e = PENANGANAN SENGKETA
SONTANG COIN MANURUNG,
AGUS SUPRIYANTO, A Pinh., M.H. MUSLEH, A Pnir., M.Si y ,
WARDO.Q, APtrh., M.Si. S.5T. MH. - k " s SYAIFUDDIN AL HAKIM, & Ptnh.
KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR
DAN DAN DAN DAN DAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Bagan 1.1. Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

. Program dan Kegiatan saat ini

Mengacu pada DIPA dan POK Tahun Anggaran 2022, kegiatan yang
dilaksanakan pada unit kerja Subseksi Penetapan Tanah Instansi
Pemerintah, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I yang terkait dengan kegiatan aktualisasi adalah :

1.

Layanan Pemeriksa Tanah Panitia A

2. Sidang Panitia Pemeriksa Tanah
3.
4. Penerbitan Sertipikat

Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah

BAB II
RANCANGAN AKTUALISASI

Identifikasi Isu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I, maka diuraikan 3 (tiga) isu aktual sebagai berikut:

Keterkaitan isu dengan Kondisi yang
No Kondisi saat ini Isu aktual manajemen ASN dan diinginkan
Smart ASN
1 | Banyaknya jumlah | Belum MANAJEMEN ASN: Diharapkan
permohonan hak atas | efektifnya dapat
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tanah aset | cara Dapat membantu cara | mempercepat
Pemerintah Kota | mengerjakan | mengerjakan Surat | kuantitas  hasil
Surabaya sedangkan | Surat Keputusan Pemberian | kerja dengan
Surat Keputusan | Keputusan Hak atas tanah dengan | tetap
Pemberian Hak atas | Pemberian kinerja terbaik, sehingga | mempertahankan
tanah intansi | Hak atas | tidak menimbulkan | kualitas yang
pemerintah masih | tanah tunggakan kerja baik
dikerjakan secara | instansi
manual pemerintah | SMART ASN:
Adaptif mengoptimalkan
penggunaan teknologi
dalam bekerja sehingga
dapat memberikan hasil
yang maksimal
2 | Disposisi undangan | Belum MANAJEMEN ASN: Diharapkan
rapat koordinasi | optimalnya Mengoptimalkan sikap | dapat
masih dilakukan | penggunaan | menghargai komunikasi, | memudahkan
secara manual, | e-office konsultasi, dan kerjasama | koordinasi
sehingga jika | untuk antara Kantor Pertanahan | internal  Kantor
Pimpinan yang | disposisi Kota Surabaya | dengan | Pertanahan Kota
memberikan disposisi | surat instansi yang | Surabaya |
sedang dinas di luar menyelenggarakan rapat
kota undangan rapat koordinasi
tidak bisa
tersampaikan dengan SMART ASN:
tepat waktu. Hal ini Aktif menggunakan sistem
mengakibatkan staff e-office yang dibuat oleh
yang mendapatkan Kementerian  ATR/BPN
disposisi, menghadiri agar memudahkan
undangan rapat birokrasi
dengan persiapan
yang belum cukup
maksimal
3 | Bukti  pemeriksaan | Belum MANAJEMEN ASN: Diharapkan
lapang masih | adanya Konsisten menerapkan | dapat
berbeda format baku | format baku yang akan | meningkatkan
. | dibuat, sehingga | nilai professional,
gzt;mentag memudahkan bukti | terpercaya, dan

pemeriksaan
lapang

pemeriksaan menjadi
lebih informatif dan rapih
SMART ASN:
Membantu

memberikan
output kerja yang benar,

terpercaya, dan informatif.

informatif

Tabel 2.1. uraian identifikasi isu

Uraian lebih lanjut dari masing-masing isu adalah sebagai berikut :

1. Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak

atas tanah Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan

Kantor Pertanahan diatur mengenai tugas Seksi Penetapan Hak dan

Pendaftaran yaitu salah satunya adalah melakukan penetapan dan
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pengelolaan tanah pemerintah. Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
kewenangan tersebut diberikan kepada Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran, Subseksi Penetapan Tanah Instansi Pemerintah (selanjutnya
disebut Subsie PTIP).

Pada tahun 2022 Walikota Surabaya memiliki target yaitu terhadap
aset Pemerintah Kota Surabaya yang belum bersertipikat untuk segera
dilakukan permohonan hak atas tanah sebagai bentuk pengamanan aset
secara hukum. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya
mengajukan 1.594 permohonan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I untuk diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2022. Dengan
jumlah target yang tidak sedikit, waktu, dan pegawai yang terbatas yaitu
hanya 5 (lima) orang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Subsie PTIP
untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Dalam pelaksanaannya keadaan yang sering dialami adalah target
permohonan hak atas tanah yang perlu diselesaikan sejumlah 1.594 aset
untuk instasni pemerintah, belum termasuk permohonan barang milik
negara dan aset Badan Usaha Milik Negara, dengan jangka waktu
pengerjaan 12 (dua belas) bulan. Sehingga rata-rata dalam 1 (satu) hari
harus menyelesaikan 6 sampai dengan 7 permohonan, sedangkan dalam 1

permohonan terdapat 4 prosedur yang harus diselesaikan yaitu :

Identifikasi kelengkapan
dan kebenaran berkas
permohonan:

Persiapan Pemeriksaan
Lapang : Pelaksanaan

Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Lapang

Surat Permohonan, Peta e T e e

Bidang, Alas hak, dll

Penyusunan Hasil Pemeriksaan Lapang:
. Berita Acara Pemeriksaan Lapang
. Risalah Pengolahan Data
. Risalah Panitian Pemeriksaan Tanah A
. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Bagan 2.1. Alur penerimaan berkas permohonan hak atas tanah di Subsie PTIP

Adapun dampak bila keadaan tersebut tidak diselesaikan maka dapat
menyebabkan terjadinya tunggakan kerja dan target kinerja menjadi tidak
tercapai. Pihak yang terkena dampak yaitu Pemohon karena tidak
mendapatkan kepuasan dalam pelayanan yang diharapkan dan Subsie PTIP
yang dinilai belum memberikan kualitas terbaik dalam bekerja.

Adanya penilaian kinerja telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

(1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan

target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
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(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,

partisipatif, dan transparan.

Oleh karena itu terjadinya tunggakan kerja juga akan berpengaruh pada
penilaian manajemen ASN. Hal ini dikarenakan target, capaian, hasil, dan
manfaat dari kinerja PNS belum dilakukan secara maksimal.

Mengingat sebagai seorang ASN diharapkan dapat menerapkan nilai-
nilai PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur
Pasal 4 UU ASN yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur,
tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Hal
tersebut kemudian diupayakan dengan adanya budaya SMART ASN yang
bertujuan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bekerja dengan

memanfaatkan teknologi yang ada.

438 |- Jimerm b5 Jb. Wonocoio

1439 <. Sidosermo
1440

1441 361 Kamis, 14 Jull 2022 NITA PURWANDARI [a ILIK ATIIANTO ST.MT Ja. Siwalankerto
1442 |b- Jimerto 6-8 |b. wenseolo
1443 < Siwalankerto
1444

1445 362 Kamis, 07 Juli 2022 NITA PURWANDARI |a. LILIK ATIJANTO ST.MT 3. Sukomanunggal Jaya
1446 b. Jimerto 6-8 b.

1447 < Sukomanunggal
1448

1449 371 Jumat, 08 Jull 2022 NITA PURWANDARI |a- UILTK ATDANTO ST.MT ]axandangan
1450 |b- Jimerto 6-8 |b. Benowo

1451 cKandangan
1452

1453 372 Kamis, 14 Juli 2022 NITA PURWANDARI a. Drs. Arief Bidjaksanawan 2. Agopuro

1454 b. JI. Johar No. 19-21 b. Sawahan

1455 cSawahan

1456

1457 373 Kamis, 14 Jull 2022 NITA PURWANDARI [2- Drs. Ariel Ja. Ahmad Yani
1458 [B- 3 Jehar No. 18-21 |b. Gayungan
1459 . Dukuh Menanggal
1460

1461 374 Selasa, 19 Juli 2022 [a. Prasetyo 2. Balongsari no 1
1462 b. Perum Grand Gresik Harmoni b. Tandes

1463 < Balongsari
1464

1465 375 Kamis, 14 Jull 2022 NITA PURWANDARI a. Drs. Arief Bidjaksanawan a. I Lidah Kulon
1466 b. Il Lidah Kulon / SMAN 13 b. Lidah Kulon
1467 < Lakarsantri
1468

1469 376 Kamis, 14 Jull 2022 NITA PURWANDARI a. Ors. Arief Bidjaksanawan a1, Sememi No. 1
1470 b. Il Sememi No, 1/ SMAN 12 b, Sememi

1471 < Benowo

1472

1473 377 Selasa, 26 Juli 2022 NITA PURWANDARI a. UIN SUNAN AMPEL SURABAYA a

1474 b.JLAYANI 117 SURABAYA b. Wanocolo

1475

€. Jemur Wonasari

Gambar 2.1. pengecekan permohonan pemberian hak atas tanah di Subsie PTIP
2. Belum optimalnya penggunaan e-office untuk disposisi surat
Dalam rangka koordinasi pengamanan aset tanah negara, BUMN, atau
BUMD Kantor Pertanahan Kota Surabaya I seringkali mendapat undangan
rapat bersama dengan instansi lain. Kehadiran Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I menjadi penting dikarenakan sebagai pihak yang memiliki
dokumen terkait tanah dalam agenda rapat dimaksud, sehingga diharapkan
dapat memberikan kejelasan dan pencerahan terkait kepemilikan tanah
aset. Alur pengiriman undangan rapat melalui Loket Surat adalah sebagai

berikut:
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Pengiriman undangan rapat
ke Loket | dengan jam
operasional mulai 08.00 s.d.
14.00 WIB

Staff melaksankan isi
disposisi

Diterima oleh Pegawai yang
bertugas.

Diteruskan ke Kakan atau
Kasubbag (sesuai tujuan
pengiriman undangan rapat)

Kasubsie membuat
disposisi ke Staff

Kakan membuat
disposisi undangan
rapat dan diteruskan ke
Kasie

Kasie membuat disposisi
kepada Subseksi

Bagan 2.2. Alur penerimaan undangan rapat

Praktik yang sering terjadi adalah ketika pihak yang membuat
disposisi sedang dinas di luar kantor maka undangan rapat dimaksud harus
menunggu dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Akibatnya
undangan rapat tidak bisa diterima tepat waktu, sehingga staff yang
menerima disposisi tidak memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan
berkas yang dibutuhkan sebagai data pendukung dalam agenda rapat.
Apabila kebiasaan tersebut tidak diperbaiki maka dampak yang dapat terjadi
adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menjadi tidak dapat dipercaya
oleh instansi lain karena tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam hal-
hal yang menjadi keahliannya dan kurang memberikan kontribusi aktif
dalam kegiatan yang melibatkan instansi lain. Pihak yang terkena dampak
adalah instansi yang mengundang rapat karena target rapat yang
diharapkan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menjadi tidak tercapai.

Belum maksimalnya kontribusi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
dalam rapat koordinasi diakibatkan dari adanya disposisi surat yang masih
nyaman dikerjakan secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
manajemen ASN yang bernilaikan sikap menghargai komunikasi,
konsultasi, dan kerjasama masih belum diterapkan dengan baik. Hal ini
dikarenakan belum meratanya pemahaman di internal kantor terkait
dengan urgensi diundangnya Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai
narasumber dalam suatu rapat koordinasi. Apabila kondisi tersebut tidak
diperbaiki, maka dapat mengganggu hubungan antar instansi dan
profesionalitas pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya I akan diragukan
oleh instansi lain.

Belum optimalnya penggunaan e-office untuk disposisi surat
menunjukkan belum maksimal penerapan SMART ASN di Kantor
Pertanahan Kota Surabaya [. Pegawai masih nyaman untuk melakukan
disposisi surat secara manual dan belum memanfaatkan secara maksimal
segala fitur yang disediakan dalam e-office. Hal ini tentu tidak sejalan dengan
nilai adaptif sebagai core value ASN karena belum dapat bertindak proaktif

dan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
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/////////

Gambar 2.2. tampilan e-office undangan masuk

3.Belum adanya format baku dokumentasi bukti pemeriksaan lapang

Pada pelaksanaan pemeriksaan tanah oleh Panitia A dibutuhkan
dokumentasi kegiatan berupa foto di lokasi obyek yang dimohonkan sebagai
bukti telah menyelesaikan tugas tersebut. Akan tetapi, bukti foto dimaksud
sampai dengan saat ini masih belum memiliki format yang sama sehingga
hasil foto yang dilampirkan masih terdapat kekurangan seperti: tidak jelas
waktu dan tempat kegiatan, ukuran foto yang tidak sama antara satu berkas
dengan yang lainnya, serta adanya potensi kesalahan melampirkan foto
tidak sesuai dengan berkas permohonannya karena tidak rinci dalam
memberikan keterangan foto.

Dampak yang terjadi adalah bukti hasil pemeriksaan tanah oleh
Panitia A berpotensi tertukar, informasi bukti hasil pemeriksaan tidak
lengkap sehingga tidak mudah dipahami. Pihak yang terkena dampak
adalah Pemohon karena ada potensi kekeliruan berkas dan Subsie PTIP
yang dinilai tidak konsisten dalam menata arsip dan tidak transparan dalam
melaksanakan kegiatan. Apabila dikaitkan dengan manajemen ASN maka
dapat mengurangi nilai mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya
kepada publik serta tidak mencerminkan SMART ASN yang mampu

memberikan output kerja yang benar, terpercaya, dan informatif.

3 ‘i ‘.‘ " o e ’: : | =Y
3 N » 8
20/05/22 10:87 ' |4 s

inu s

.S i %)
Gambar 2.3. foto bukti pemeriksaan lapang

B. Pemilihan Isu
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Teknik Tapisan Isu

Berdasarkan uraian ketiga isu di atas selanjutnya dilakukan teknik

tapisan isu menggunakan metode USG yaitu menilai masing-masing isu

dengan indikator Urgency, Seriousness, Growth untuk menentukan satu isu

terpilih yang akan dikaji lebih lanjut. Urgency artinya seberapa mendesak

suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness artinya

seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan

ditimbulkan. Growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya

isu tersebut jika tidak ditangani segera. Masing-masing indikator memiliki

deskripsi skor sebagai berikut:

Nilai Indikator Deskripsi indikator
1 | Tidak mendesak | Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu > 1
tahun
2 | Kurang Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1
mendesak tahun
3 | Cukup Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6
mendesak bulan
4 | Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3
bulan
S | Sangat Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1
mendesak bulan
Tabel 2.2. uraian deskripsi kriteria urgency
Nilai Indikator Deskripsi indikator
1 | Tidak serius | Dampak isu akan berpengaruh pada satu individu
analis
2 | Kurang Dampak isu akan berpengaruh pada semua analis
serius
3 | Cukup serius | Dampak isu akan berpengaruh pada satu subseksi
4 | Serius Dampak isu akan berpengaruh pada satu seksi
S | Sangat serius | Dampak isu akan berpengaruh pada satu seksi dan
instansi lain
Tabel 2.3 uraian deskripsi kriteria seriousness
Nilai Indikator Deskripsi indikator
1 | Tidak memburuk | Memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun
2 | Kurang Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun
memburuk
3 | Cukup Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
memburuk
4 | Memburuk Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
S | Sangat Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan
memburuk
Tabel 2.4. uraian deskripsi kriteria growth
No Isu U S G | Peringkat
1 | Belum efektifnya cara mengerjakan | 4 S 4 13
Surat Keputusan Pemberian Hak atas
tanah instansi pemerintah
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2 | Belum optimalnya penggunaan e-office| 3 4 3 10
untuk disposisi surat
3 |Belum adanya format baku bukti| 3 3 3 9
pemeriksaan lapang

Tabel 2.5. Penetapan isu dengan tapisan USG

Berdasarkan hasil tapisan isu dengan menggunakan metode USG maka
yang menjadi isu prioritas adalah isu belum efektifnya cara mengerjakan
Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah instansi pemerintah.
. Teknik Analisis Isu

Isu prioritas kemudian dikaji menggunakan fishbone diagram dengan
memetakan isu berdasarkan kategori 4S yang biasa digunakan dalam
produk jasa yaitu terdiri dari surroundings (lingkungan), suppliers
(pemohon), system (sistem), dan skills (keterampilan) untuk mencari

hubungan sebab akibat.

PENYEBAB AKIBAT
LINGKUNGAN PEMOHON
Subsie PTIP Belum .
memiliki jam melengkapi
kerja yang berkas
padat
Target jumlah
Subsie PTIP hanya besar dan selesai
A dalam 1 tahun
terdiri dari 5 orang .
Belum efektifnya
: cara mengerjakan
Susunan berkas Jenis SK instansi
dari Pemohon permohonan hak )
yang belum yang beragam pemerintah
terstruktur
Dasar
Masih perolehan hak
dikerjakan yang beragam
secara
manual SISTEM KETERAMPILAN

Bagan 2.3. fishbone diagram
Adapun uraian dari lingkungan, pemohon, sistem, dan keterampilan

adalah sebagai berikut :

- Lingkungan menjelaskan keanggotaan yang sedikit di Subsie PTIP
dibandingkan dengan keangggotaan di seksi lain yang rata-rata di atas 10
orang sedangkan Subsie PTIP setiap harinya memiliki kegiatan yang
cukup padat;

- Pemohon menjelaskan kategori Pemohon sebagai instansi pemerintah
sehingga aset yang dimohonkan termasuk dalam aset kekayaan daerah.
Kendala yang sering dialami adalah Pemohon tidak memiliki alas hak atas
tanah yang asli, contohnya tidak adanya berita acara tukar menukar yang
asli. Sehingga harus dilakukan koordinasi lebih lanjut antara Pemohon

dan Kelurahan setempat.
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- Sistem menjelaskan cara pengerjaan Surat Keputusan Pemberian Hak
atas tanah oleh Subsie PTIP yang masih dikerjakan secara manual dengan
cara memasukkan satu persatu identitas Pemohon, letak obyek tanah,

peta bidang tanah, riwayat perolehan tanah, dan hasil pemeriksaan

lapang;

- Keterampilan menjelaskan kemampuan menganalisis secara substansi

dan formil dari permohonan hak atas tanah, yaitu adanya dasar

perolehan hak dan jenis permohonan hak atas tanah yang beragam.

C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu

Untuk menentukan gagasan pemecahan isu maka diuraikan masing-

masing permasalahan dari tiap indikator dengan gagasa kreatifnya sebagai

berikut:

Terhadap isu yang terpilih dan berdasarkan akar masalah yang telah
disebutkan dalam diagram fishbone di atas, selanjutnya Penulis mencari
gagasan kreatif yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan yang
ada dengan menggunakan teknik tapisan Mc Namara, sehingga diperoleh
gagasan kreatif yang paling besar kontribusinya terhadap penanganan isu
(Efektif), paling murah (Efisien), dan Kemudahan untuk diterapkan, dengan

memberikan penilaian menggunakan skala dari angka 1 sampai 5, dengan

klasifikasi tiap skornya, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Efektivitas

Efisiensi

Kemudahan

Tidak Efektif
Cukup Efektif
Efektif
Sangat Efektif

_O'I-POJ[\)H

Sangat Tidak Efektif | 1. Sangat Tidak Efisien

2. Tidak Efisien
3. Cukup Efisien
4. Efisien

5. Sangat Efisien

ua b~ WN

Sangat Susah
Susah

Cukup Mudah
Mudah
Sangat Mudah

Tabel 2.6. teknik tapisan Mc Nama
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Lingkungan yaitu keanggotaan Subsie PTIP yang hanya terdiri dari 5
orang tetapi memiliki banyak kegiatan

Gagasan kreatif:
Optimalisasi kerja ceria bersama dengan subsie PTIP

Pemohon yaitu belum melengkapi berkas persyaratan dan Subsie PTIP
ditargetkan selesai dengan jangka waktu 1 tahun

Gagasan kreatif:
Peningkatan koordinasi dengan Pemohon untuk segera melengkapi
berkas paling lama 3 hari

Sistem yaitu pengerjaan SK yang masih dilakukan secara manual dan
susunan berkas dari Pemohon yang belum terstruktur

Gagasan kreatif:
Penggunaan fitur mailings yang tersedia di micsrosoft word dan
Microsoft excel untuk efisiensi kerja

Keterampilan yaitu belum terampilnya pemahaman terkait jenis dan
dasar perolehan hak atas tanah yang beragam

Gagasan kreatif:
Optimalisasi pelatihan Analis Hukum Pertanahan melalui diskusi
internal

Tabel 2.7. rekomendasi gagasan kreatif

. Efektivitas Efisiensi Kemudahan
No Alternatif gagasan i i i i i i Jumlah
Penulis | Mentor | Senior | Penulis | Mentor Senior | Penulis | Mentor | Senior
Optimalisasi kerja ceria bersama
1. | dengan subsie PTIP (Lingkungan) 2 2 1 2 3 3 3 2 3 29
Total 5 8 8
Peningkatan koordinasi dengan
Pemohon untuk segera
2. | melengkapi berkas paling lama 3 2 2 2 1 1 1 2 . ! 13
hari (Pemohon)
Total 6 3 4
Penggunaan fitur mailings yang
tersedia di micsrosoft word dan
3. | Microsoft excel untuk efisiensi 3 3 4 4 4 5 4 4 4 35
kerja (Sistem)
Total 10 13 12
Optimalisasi pelatihan Analis
4 Hukum  Pertanahan melalui 3 3 3 1 1 1 2 2 2 18
" | diskusi internal (Kompeten)
Total 9 3 6

Tabel 2.8. penilaian rekomendasi gagasan kreatif
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Maka untuk menyelesaikan isu belum efektif cara mengerjakan SK instansi
pemerintah maka dapat menggunakan fitur mailings yang tersedia di micsrosoft
word dan Microsoft excel. Hal ini dapat membantu penyusunan SK menjadi lebih
sistematis, waktu pengerjaan yang efisien, dan lebih mudah melakukan revisi
ketika terjadi kesalahan penyusunan. Apabila terdapat permohonan pendaftaran
tanah dengan jumlah di atas 1000 dalam satu tahun, maka hal tersebut dapat
terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian gagasan kreatif
yang akan menjadi judul dalam aktualisasi ini adalah “Penggunaan fitur mailings

dalam penyusunan Surat Keputusan permohonan hak atas tanah instansi

pemerintah”.
D. Rancangan kegiatan aktualisasi
Berdasarkan gagasan kreatif sebagaimana disampaikan pada bagian
sebelumnya, maka Penulis menyusun matriks Rancangan Aktualisasi sebagai
berikut:
Rancangan Aktualisasi
Nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS
untuk mendukung terwujudnya Smart Governance
Unit kerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
Identifikasi isu : 1. Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah instansi pemerintah
2.Belum optimalnya penggunaan e-office untuk
disposisi surat
3. Belum adanya format baku bukti pemeriksaan lapang
Isu yang diangkat : Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah instansi pemerintah
Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat
pemecahan isu Keputusan Pemberian Hak atas tanah instansi

pemerintah
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Output/

Keterkaitan substasi mata

Kontribusi terhadap visi

Kegiatan Tahapan kegiatan hasil o attien misi organisasi Penguatan nilai organisasi
2 3 4 5 6 7
Melakukan telaah | 1) Mengecek berkas | Berkas yang telah | Berorientasi pelayanan: Dengan adanya berkas yang | Telaah berkas yang
persyaratan permohonan belum | ditelaah Saya akan menerima berkas | ditelaah dan nomor | kemudian nomor berkasnya
kelengkapan dan pernah didaftarkan permohonan yang masuk dengan | berkasnya dimasukkan ke | dihubungkan dengan
kebenaran berkas | 2) Melihat PerKBPN Nomor sikap sopan, ramah, menghargai, | dalam sistem assloc maka | sistem assloc dapat
permohonan 1 Tahun 2010 jo Permen responsive, dan menanyakan | akan membantu | menguatkan nilai organisasi
pelayanan hak atas ATR BPN Nomor 18 kepada Pemohon apakah ada | memberikan kontribusivisi | yaitu kemudahan
tanah Tahun 2021 kesulitan atau kendala untuk | Kementerian yaitu | pelayanan pertanahan yaitu
3) Mengecek kelengkapan memastikan Pemohon memahami | mewujudkan penataan | salah satunya pendaftaran
dan kebenaran berkas kebutuhannya. ruang dan  pengelolaan | hak pertama kali.

mulai dari identitas

pemohon, letak obyek

tanah, ttd, materai asli.
4) Memastikan tidak ada

blokir

5) Memastikan berkas
sudah dilakukan
pembayaran pelayanan
pendaftaran ha katas
tanah

6) Menyatukan berkas
permohonan menjadi
satu kesatuan yang
terdiri dari:

- Surat Permohonan
Pendaftaran Hak atas
tanah

- Bukti Pembayaran
pelayanan pendaftaran
tanah

- Surat Pernyataan

Menguasai Fisik Tanah

Akuntabel:

Berkas permohonan yang masuk,
kemudian dicatat secara konsisten
nomor berkasnya dan diletakkan di
tempat yang baik agar tidak
rusak/hilang/tertukar.

Kompeten:

Berdasarkan permohonan yang
masuk dianalisis jenis hak atas
tanah yang dimohonkan dengan
perolehannya.

Harmonis:

Apabila terdapat
kekurangan/kesalahan berkas,
segera disampaikan kepada

Pemohon dengan sikap sopan dan
peduli.

Loyal:

pertanahan yang terpercaya
dan berstandar dunia dalam
melayani masyarakat.

Serta membantu misi
Kementerian yaitu
terciptanya pengelolaan

pertanahan yang produkif
dan berorientasi ekonomi.
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Surat Pernyataan tanah
tidak dalam sengketa
Bukti kepemilikan (Asli
Surat Pernyataan
Pelepasan  Hak, Asli
Kwitansi Pembayaran
Ganti Rugi)

Asli Surat Kuasa
kepengurusan pelayanan
tanah

Peta Bidang tanah yang
dimohon

Berkas kemudian dicek kembali
apakah benar subyek dan obyek
permohonan sudah sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Adaptif:

Berkas yang sudah  benar,
dilanjutkan dengan dimasukkan
ke dalam Microsoft excel untuk
dikompilasi dan diperbaharui total
permohonan yang masuk.

Kolaboratif:
Menyampaikan informasi kepada

Pemohon dan Lurah setempat
bahwa berkas dapat
ditindaklanjuti dengan

Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.

Pelaksanaan
Panitia
Pemeriksaan Tanah
A (Panitia A) untuk
tanah aset instansi
pemerintah

1)

2)

4)

S)

Memeriksa hasil Peta
Bidang Tanah yang telah
diterbitkan

Menentukan tanggal
pelaksanaan Panitia A
Membuat Surat Perintah
Tugas Lapangan
Membuat Undangan
Pemeriksaan Lapang dan
Sidang Panitia A untuk
disampaikan kepada
Lurah dan Pemohon
Datang ke Kelurahan
setempat untuk melihat
Buku C letak obyek
tanah yang dimohonkan

1.

2.

Surat Perintah
Tugas Lapangan
Undangan
Pemeriksaan
Lapang dan
Sidang Panitia A
Berita Acara
Pemeriksaan
Lapang

Berorientasi pelayanan:

Mengerjakan permohonan
pemberian hak pertama kali dan
melakukan  koordinasi antara
Panitia A dengan Pemohon sesuai
dengan hasil Peta Bidang Tanah

untuk persiapan, tempat, dan
waktu pelaksanaan Panitia A.
Akuntabel:

Pelaksanaan Panitia Pemeriksaan
Tanah A (Panitia A) harus dengan
Surat Perintah Tugas Lapangan
yang ditandatangani oleh Kepala
Subseksi Pendaftaran  Tanah
Instansi Pemerintah, dengan
stemple asli, dan rangkap 2 (dua).

Dengan adanya Surat
Perintah Tugas Lapangan
dan Undangan Pemeriksaan
Lapang dan Sidang Panitia
A memberikan kontribusi

visi Kementerian  yaitu
terwujudnya
penyelenggaraan
pertanahan yang
terpercaya.

Serta membantu misi
Kementerian yaitu
menyelenggarakan
penataan ruang dengan
berorientasi pada aspek
ekonomi yaitu

penyelenggaraan penataan
ruang dan pertanahan yang
produktif;

Adanya  Surat Perintah
Tugas Lapangan dan
Undangan Pemeriksaan

Lapang dan Sidang Panitia
A dapat menguatkan nilai
organisasi yaitu terpercaya,
karena diharapkan dapat
menciptakan kondisi kerja
yang transparan.
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6)

7)

Melaksanakan

Peninjauan Lapangan ke
lokasi permohonan
obyek tanah bersama
dengan Lurah

Mengamati batas-batas
obyek tanah yang
dimohonkan serta
memperhatikan apakah
terdapat sengketa atau
permasalahan setempat

Hal ini dimaksudkan untuk data
penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ).
Kompeten:

Panitia A dilaksanakan oleh
seorang Analis Hukum Pertanahan
dengan maksud mampu
memahami kebenaran data fisik
dan data yuridis terhadap obyek
tanah yang dimohonkan.

Harmonis:

Peninjauan Lapangan oleh Panitia
A dilaksanakan dengan itikad baik
dan sikap saling memahami.
Misalnya seperti kesulitan
memahami data fisik atau data
yuridis dengan Riwayat Tanah
Buku C, maka Pemohon dan
Panitia A mengedepankan
musyawarah untuk menyelesaikan
dan mencari solusi atas hambatan
dimaksud.

Loyal:

Apabila pemeriksaan tanah
dilakukan tanpa kehadiran Lurah
maka Hasil Pemeriksaan Panitia A
adalah cacat hukum karena tidak
sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan

Adaptif:
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Untuk memudahkan koordinasi
awal, Undangan Pemeriksaan
Panitia A dapat dibagikan secara
online melalui whatsapp.

Kolaboratif:

KolaboraiDilakukan rapat
koordinasi antara Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I
dengan instansi pemerintah untuk
membahas perencanaan  dan

evaluasi sertipikasi tanah aset

Membuat Konsep
Surat  Keputusan
Pemberian

terhadap obyek
tanah yang

dimohonkan untuk
terbit sertipikat

)

Mengelompokkan di
Microsoft excel:
Nama
pemerintah
Letak tanah: Jalan,
Kelurahan, Kecamatan,
Kota

Luas

Peta Bidang Tanah
Status

Penggunaan

Rencana penggunaan
Jenis ha katas tanah

instansi

Menghubungkan secara
mailings dari data di
Microsoft excel ke
Microsoft Word
Menyusun Hasil
Pemeriksaan Panitia A,
terdiri dari:

Berita Acara
Pemeriksaan Lapang
yang ditandatangani
lengkap oleh  Ketua

Panitia A dan Kepala

1) Risalah

Pengolahan Data

2) Risalah
Pemeriksaan
Tanah

3) Surat Keputusan

Pemberian
atas tanah

Hak

Berorientasi pelayanan:
Saya akan segera menindaklanjuti

hasil pemeriksaan Panitia A
dengan jangka waktu paling
lamal4 hari kerja.

Akuntabel:

Permohonan hak atas tanah harus
disertai dengan bukti kepemilikan
yang sah dan asli, seperti: Asli
Surat Pernyataan Pelepasan Hak,
Asli Kwitansi Pembayaran Ganti
Rugi. Hal ini sebagai bentuk
cermat dan bertanggung jawab
terhadap Sertipikat yang akan
diterbitkan.

Kompeten:

Menganalisis hasil pemeriksaan
Panitia A apakah sudah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Adanya 4 rangkaian berkas
mulai dari Risalah
Pengolahan Data, Risalah
Pemeriksaan Tanah, dan
Surat Keputusan Pemberian

Hak atas tanah dapat
mendukung visi
Kementerian yaitu
terpercaya.

Serta dapat membantu misi
organisasi yaitu penataan

ruang yang terpercaya,
berkelanjutan, dan
berkeadilan.

Berorientasi pelayanan:
Mengerjakan permohonan
pemberian hak pertama
kali dan melakukan
koordinasi antara Panitia A
dengan Pemohon sesuai
dengan hasil Peta Bidang
Tanah untuk persiapan,
tempat, dan waktu
pelaksanaan Panitia A.
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Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran

Risalah Pengolahan Data
yang menjelaskan
ringkasan data yuridis
dan data fisik

Risalah Pemeriksaan
Tanah yang menjelaskan
hasil pemeriksaan tanah,
data yuridis, dan data
fisik. Kemudian
ditandatangani lengkap
oleh yang ditandatangani
lengkap oleh  Ketua
Panitia A dan Kepala
Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran

Konsep Surat Keputusan

Pemberikan Hak
terhadap obyek tanah
yang dimohonkan

dengan jangka waktu
tertentu

kebenaran data fisik dan data
yuridis.

Harmonis:
Untuk hasil pemeriksaan lapang
yang menyimpulkan adanya

perbedaan data fisik atau data
yuridis dengan keadaan di
lapangan, segera disampaikan
dengan bijak dan sopan kepada
Pemohon untuk mengklarifikasi
terkait perbedaan tersebut.

Loyal:

Permohonan pendafataran tanah
atas nama Pemerintah Kota
Surabaya, maka Kepala Dinas
terkait (sebagai Penerima Kuasa)
dari Walikota Surabaya (sebagai
Pemberi Kuasa) wajib melampirkan
Asli  Surat Kuasa dan SK
Pengangkatan Jabatan sebagai
bukti segala perbuatan yang
dilakukan adalah sesuai dengan
kewenangan yang melekat pada
jabatannya.

Adaptif:
Penyusunan Berita Acara, Risalah
Pengolahan Data, Riwayat

Pemeriksaan Tanah, dan Surat
Keputusan pemberian hak atas
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tanah dapat dilakukan dengan
mail merge melalui kombinasi
Microsoft excel dan Microsoft word
agar memudahkan dan
mengefektifkan waktu pengerjaan.

Kolaboratif:

Diserahkannya keseluruhan
sertipikat hak atas tanah aset dari
Kantor Pertanahan Kota Surabaya
I pada hari kebangsaan seperti hari

kemerdekaan 17 Agustus 1945

kepada instansi pemerintah.
Penomoran  Surat | 1) Upload PDF hasil | Surat Keputusan | Berorientasi pelayanan: Dapat berkontribusi pada | Menguatkan nilai organisasi
Keputusan pemeriksan lapang dari | Pemberian Hak atas Apabila permohonan yang | visi ~ Kementerian  yaitu yaitu terbentukan
Pemberian Hak atas akun Subsie PTIP ke | tanah yang sudah diajukan terdapat keberatan dari | terciptanya pengelolaan | Pelayanan pertanahan yang

tanah

2)

Kepala Seksi Penetapan
Hak dan diteruskan ke
Kepala Kantor
Pertanahan melalui KKP
Beri nomor Surat
Keputusan  Pemberian
Hak sesuai yang
tercantum di KKP
Masukkan
berkas,

nomor
letak tanah,
tahun permohonan
kemudian teruskan
dengan kode akun ke
Kepala Seksi Penetapan
untuk update informasi
posisi berkas, melalui
sistem assloc

diberi nomor

warga atau ditemukan adanya

permasalahan, maka dilakukan
klarifikasi dengan Pemohon
sebagai wujud aktualisasi nilai

beroerintasi pelayanan.
Akuntabel:

Dilakukan penyusunan konsep
Berita Acara Pemeriksaan Lapang,
Risalah Pengolahan Data, Risalah
Pemeriksaan Tanah, Surat
Keputusan Pemberian Hak atas
tanah berdasarkan data yuridis
yang sah dan data fisik yang valid.

Kompeten:

Berkas yang tidak terdapat
permasalahan atau blokir, maka
akan segera ditindaklanjuti. Tetapi

pertanahan yang terpercaya
dan berstandar dunia dalam

melayani masyarakat
sehingga masyarakat
semakin sejahtera dan
maju.

Serta dapat membantu misi
Kementerian yaitu penataan
ruang dan  pengelolaan
pertanahan yang produktif,
berkelanjutan, dan
berkeadilan dimaksudkan
agar mampu  bersaing
dengan negara lain dalam
lingkup regional maupun
global

mudah, cepat, dan tanggap
sehingga dapat menjadi
instansi yang professional
dan terpercaya.

28




jilka masih ada permasalahan
maka berkas permohonan tidak
akan diproses sampai dengan
permasalahan selesai.

Harmonis:

Dilakukan koordinasi dengan
masing-masing Seksi mengenai
posisi berkas.

Loyal:

Pemohon wajib melaksanakan
segala kewajiban dan hak yang
tercantum dalam Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah yang
telah terbit.

Adaptif:

Adanya update ©posisi berkas
memudahkan pemantauan berkas
berjalan agar tidak lewat tenggat
waktu.

Kolaboratif:
Surat Keputusan Pemberian Hak
atas tanah yang telah terbit
diinformasikan kepada Pemohon
untuk segera diambil di Loket
Pengambilan.

Tabel 2.9. rancangan kegiatan aktualisasi
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Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai Ber-AKHLAK

Jumlah Penerapan/Habituasi Nilai

No Kegiatan/tahapan kegiatan Berorientasi Akuntabel | Kompeten | Harmonis | Loyal Adaptif Kolaboratif Jumlah
pelayanan
1 Melakukan telaah persyaratan
kelengkapan dan kebenaran berkas 1 1 1 1 1 5
permohonan pelayanan hak atas tanah
- | Mengecek berkas permohonan belum 1 1 1 1 4
pernah didaftarkan
- | Melihat PerKBPN Nomor 1 Tahun 2010
jo Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 1 1 1 1 4
2021
- | Mengecek kelengkapan dan kebenaran
berkas mulai dari identitas pemohon, 1 1 1 1 1 1 1 7
letak obyek tanah, ttd, materai asli
- | Memastikan tidak ada blokir 1 1 1 1 4
- | Memastikan berkas sudah dilakukan
pembayaran pelayanan pendaftaran 1 1 1 1 1 1 1 7
hak atas tanah
- | Menyatukan berkas permohonan
. . 1 1 1 3
menjadi satu kesatuan
2 Pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah
A (Panitia A) untuk tanah aset instansi 1 1 1 1 1 1 1 7
pemerintah
- | Memeriksa hasil Peta Bidang yang
telah diterbitkan 1 1 1 1 1 1 6
- Meqeptukan tanggal pelaksanaan 1 1 1 1 4
Panitia A
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Membuat Surat Perintah Tugas
Lapangan

Membuat Undangan Pemeriksaan
Lapang dan Sidang Panitia A untuk
disampaikan kepada Lurah dan
Pemohon

Datang ke Kelurahan setempat untuk
melihat Buku C letak obyek tanah
yang dimohonkan

Melaksanakan Peninjauan Lapangan
ke lokasi permohonan obyek tanah
bersama dengan Lurah

Mengamati batas-batas obyek tanah

yang dimohonkan serta
memperhatikan apakah terdapat
sengketa atau permasalahan
setempat

Membuat Konsep Surat Keputusan
Pemberian terhadap obyek tanah yang
dimohonkan untuk terbit sertipikat

Mengelompokkan data di Microsoft
excel

Menghubungkan secara mailings dari
data di Microsoft excel ke Microsoft
Word

Menyusun Hasil Pemeriksaan Panitia
A

Penomoran Surat Keputusan Pemberian
Hak atas tanah

Upload PDF hasil pemeriksan lapang
dari akun Subsie PTIP ke Kepala Seksi
Penetapan Hak dan diteruskan ke
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Kepala Kantor Pertanahan melalui

KKP
- |Beri nomor Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah sesuai 1 1 1 1 4

yang tercantum di KKP

- | Masukkan nomor berkas, letak tanah,
tahun permohonan kemudian
teruskan dengan kode akun ke Kepala 1 1 1 1 1 5
Seksi Penetapan untuk update
informasi posisi berkas, melalui
sistem assloc

Jumlah 23 23 22 11 14 15 12 120

Tabel 2.10. Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai Ber-AKHLAK

Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai Ber-AKHLAK

Jumlah Penerapan/Habituasi Nilai

Kegiatan/tahapan kegiatan Rencana Realisasi
Ber A K H L | A | K |Jumlah Ber A |K|H|L |[A|K |Jumlah
Melakukan telaah persyaratan kelengkapan dan
kebenaran berkas permohonan pelayanan hak 1 1 1 1 1 5
atas tanah
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- | Mengecek berkas permohonan belum pernah
didaftarkan

- | Melihat PerKBPN Nomor 1 Tahun 2010 jo
Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021

- | Mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas
mulai dari identitas pemohon, letak obyek
tanah, ttd, materai asli

- | Memastikan tidak ada blokir

- | Memastikan  berkas sudah  dilakukan
pembayaran pelayanan pendaftaran hak atas
tanah

- | Menyatukan berkas permohonan menjadi
satu kesatuan

Pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A
(Panitia A) untuk tanah aset instansi pemerintah

- | Memeriksa hasil Peta Bidang yang telah
diterbitkan

- | Menentukan tanggal pelaksanaan Panitia A

- | Membuat Surat Perintah Tugas Lapangan

- | Membuat Undangan Pemeriksaan Lapang
dan Sidang Panitia A untuk disampaikan
kepada Lurah dan Pemohon

- | Datang ke Kelurahan setempat untuk melihat
Buku C letak obyek tanah yang dimohonkan

- | Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke
lokasi permohonan obyek tanah bersama
dengan Lurah

- | Mengamati batas-batas obyek tanah yang
dimohonkan serta memperhatikan apakah
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terdapat sengketa atau permasalahan
setempat

Membuat Konsep Surat Keputusan Pemberian
terhadap obyek tanah yang dimohonkan untuk
terbit sertipikat

Mengelompokkan data di Microsoft excel

Menghubungkan secara mailings dari data di
Microsoft excel ke Microsoft Word

Menyusun Hasil Pemeriksaan Panitia A

Pe

nomoran Surat Keputusan Pemberian Hak

atas tanah

Upload PDF hasil pemeriksan lapang dari
akun Subsie PTIP ke Kepala Seksi Penetapan
Hak dan diteruskan ke Kepala Kantor
Pertanahan melalui KKP

Beri nomor Surat Keputusan Pemberian Hak
atas tanah sesuai yang tercantum di KKP

Masukkan nomor berkas, letak tanah, tahun
permohonan kemudian teruskan dengan
kode akun ke Kepala Seksi Penetapan untuk
update informasi posisi berkas, melalui
sistem assloc

Jumlah

Tabel 2.11. Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai Ber-AKHLAK

E. Jadwal kegiatan aktualisasi

Berdasarkan rancangan kegiatan sebagaiamana telah diuraiakan sebelumnya selanjutnya Penulis menyusun jadwal seluruh tahapan kegiatan

sebagai berikut:

No

K

eglatan Tahapan kegiatan |-y =5 196 711 (12 ENC 5 [ 16 [17 [ 15 [ 1° NN 22 (23 [24 [25 [ 26 T 2o | 30
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Melakukan
telaah
persyaratan
kelengkapan
dan
kebenaran
berkas
permohonan
pelayanan
hak atas
tanah

Mengecek berkas
permohonan
belum pernah
didaftarkan

Melihat PerKBPN
Nomor 1 Tahun
2010 jo Permen
ATR BPN Nomor
18 Tahun 2021

Mengecek
kelengkapan dan
kebenaran
berkas mulai
dari identitas
pemohon, letak
obyek tanah, ttd,
materai asli

Memastikan
tidak ada blokir

Memastikan
berkas sudah
dilakukan
pembayaran
pelayanan
pendaftaran hak
atas tanah

Menyatukan
berkas
permohonan
menjadi satu
kesatuan

Persiapan
pelaksanaan
Panitia

Memeriksa hasil
Peta Bidang yang
telah diterbitkan
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Pemeriksaan
Tanah A
(Panitia  A)
untuk tanah
aset instansi
pemerintah

Menentukan
tanggal
pelaksanaan
Panitia A

Membuat Surat
Perintah  Tugas
Lapangan

Membuat
Undangan
Pemeriksaan
Lapang dan
Sidang Panitia A
untuk
disampaikan
kepada Lurah
dan Pemohon

Datang ke
Kelurahan
setempat untuk
melihat Buku C
letak obyek
tanah yang
dimohonkan

Melaksanakan
Peninjauan
Lapangan ke
lokasi
permohonan
obyek tanah
bersama dengan
Lurah

Mengamati
batas-batas
obyek tanah
yang
dimohonkan
serta
memperhatikan
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apakah terdapat
sengketa atau

permasalahan

setempat
Membuat Mengelompokkn
Konsep data di Microsoft
Surat excel
Keputusan
Pemberian
terhadap Menghubungkan
obyek tanah secara mailings
yang dari data di
dimohonkan Microsoft  excel
untuk terbit ke Microsoft
sertipikat Word

Menyusun Hasil

Pemeriksaan

Panitia A
Penomoran Upload PDF
Surat hasil
Keputusan pemeriksan
Pemberian lapang dari
Hak atas akun Subsie
tanah PTIP ke Kepala

Seksi Penetapan
Hak dan
diteruskan ke
Kepala Kantor
Pertanahan
melalui KKP

Beri nomor
Surat
Keputusan
Pemberian Hak
atas tanah
sesuai yang
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tercantum di
KKP

3| Masukkan
nomor berkas,
letak tanah,
tahun
permohonan
kemudian
teruskan
dengan kode
akun ke Kepala
Seksi Penetapan
untuk  update
informasi posisi
berkas, melalui
sistem assloc

Tabel 2.11. Tabel jadwal kegiatan aktualisasi

I Kegiatan 3 B Kegiatan 4

Keterangan tabel: . Hari Libur Kegiatan 1 I Kegiatan 2
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BAB III
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Role Model

[bu Tarry Purwati A, S.SiT., M.H. merupakan Subkoordinator Penetapan
Tanah Instansi Pemerintah yang selalu memberikan arahan, masukan, dan
motivasi kepada Penulis secara konsisten dan obyektif. Selama Penulis
berinteraksi dengan Beliau, Penulis mendapatkan banyak ilmu khususnya
terkait penyusunan konsep Surat Keputusan pemberian hak atas tanah
pemerintah, tanah barang milik negara dan tanah barang milik daerah dan
pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A. Selain itu diwaktu senggang,
Penulis sering berdiskusi dengan beliau perihal penggunaan teknologi pada
pelayanan pertanahan seperti penggunaan KKP (Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan). Sebagai ASN, Bu Tarry telah memiliki dan mengimplementasikan
Nilai-Nilai Dasar ASN Berkakhlak seperti Berorientasi Pelayanan, Kompeten,
Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta
menginplementasikan manajemen ASN dan Smart ASN.

Penulis menjadikan Bu Tarry sebagai role model dalam menjalankan
tugas/pekerjaan sehari-hari selama masa aktualisasi dan habituasi. Bu Tarry
telah mencontohkan Nilai-Nilai Dasar ASN Berkakhlak kepada Penulis maupun
kepada pegawai lainnya. Dengan menjadikan Bu Tarry sebagai role model maka
Penulis banyak sekali mendapatkan manfaat, sehingga untuk kedepannya
Penulis bisa menjadi sosok ASN yang Berakhlak dan mampu

menginplementasikan manajemen ASN dan Smart ASN.

B. Realisasi Aktualisasi
1. Realisasi Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilakukan dengan melaksaanakan
realisasi kegiatan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah dibuat
sebelumnya. Kegiatan aktualisasi ini dimulai pada tanggal 5 Agustus sampai
dengan 3 September tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
Terdapat 4 (empat) kegiatan aktualisasi yang dilakukan Penulis di Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I. Output dari pelaksanaan masa aktualisasi ini
diharapkan peserta dapat mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara, Nilai-
Nilai Dasar ASN BerAKHLAK, Visi-Misi Organisasi, dan Nilai-Nilai Organisasi.
Berikut ini adalah realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Penulis selama

masa aktualisasi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya [ Tahun 2022:

1.1. Kegiatan I (pertama) melakukan telaah persyaratan kelengkapan dan

kebenaran berkas permohonan pelayanan hak atas tanah.

39



1.

Kegiatan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus sampai
dengan 09 Agustus 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan
realisasi Output sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi yaitu

berkas yang telah ditelaah.

Kemudian dalam kegiatan aktuliasasi pertama ini dibagi menjadi 6
(enam) tahapan kegiatan sebagai berikut:
Mengecek berkas permohonan belum pernah didaftarkan.
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang pertama, Penulis melakukan
pengecekan status berkas yang dimohonkan melalui laman Urus
Sertipikat Tanah dari Rumah (UTAMA) https://utamasbyl.id/

Pengecekan dimaksud guna memastikan permohonan yang diajukan

belum pernah didaftarkan. Berikut ini bukti pelaksanaan kegiatan dan

bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata pelatihan agenda II.

Cek Permohonan

Status Permohonan

Melihat PerKBPN Nomor 1 Tahun 2010 jo Permen ATR BPN Nomor 18
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak
Atas Tanah.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang kedua, Penulis melakukan
ceklist persyaratan berkas berdasarkan PerKBPN Nomor 1 Tahun 2010
jo Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021. Berikut ini bukti
pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata

pelatihan agenda II.
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3. Mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas mulai dari identitas

pemohon, letak obyek tanah, ttd, materai asli.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang ketiga, Penulis melakukan
pengecekan kelengkapan dan kebenaran berkas yang dimohonkan
diantaranya: identitas pemohon (KTP dan KK), Surat Penguasaan Fisik

Tanah dan Bangunan TTD materai asli, Surat Pernyataan Mutlak TTD

materai asli, asli dasar perolehan alas hak. Berikut ini bukti

pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata
pelatihan agenda II.
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4. Memastikan tidak ada blokir

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang keempat, Penulis melakukan
pengecekan blokir terhadap berkas yang dimohonkan oleh pemohon
dengan melihat catatan pada berkas. Apabila tidak terdapat catatan,
maka artinya berkas tidak dalam perkara maupun sengketa. Berikut ini

bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada
mata pelatihan agenda II.
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5. Memastikan berkas sudah dilakukan pembayaran pelayanan
pendaftaran hak atas tanah.
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang kelima, Penulis melakukan
pengecekan pembayaran pelayanan pendaftaran hak atas tanah
dengan melihat form Surat Perintah Setor (SPS). Apabila form SPS
tersebut tidak ditemukan dalam permohonan maka artinya Pemohon
belum melakukan pembayaran dan berkas harus dikembalikan.
Sebaliknya, jika form SPS sudah dilampirkan dalam permohonan
maka berkas dapat ditindaklanjuti. Berikut ini bukti pelaksanaan
kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata pelatihan

agenda II.
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6. Menyatukan berkas permohonan menjadi satu kesatuan.
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang keenam, Penulis menata
dan menyatukan dokumen-dokumen permohonan menjadi satu
kesatuan dan digabungkan dengan permohonan lainnya untuk
melakukan proses lebih lanjut. Penyatuan berkas ini dilakukan agar

Penulis mudah dalam melakukan pengerjaan pelayanan pertanahan.
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Berikut ini bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi

pelaksanaan pada mata pelatihan agenda II.

1.2. Kegiatan II (kedua) yaitu melaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A
(Panitia A) untuk tanah aset instansi pemerintah.
Kegiatan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus sampai dengan
19 Agustus 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan realisasi
Output sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi yaitu : Surat
Perintah Tugas Lapangan, Undangan Pemeriksaan Lapang dan Sidang
Panitia A, dan Berita Acara Pemeriksaan Lapang.
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANG OLEH
ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A

Pada hari ini §elaSa. tanggal 05 Aprl 2022, kari vansbectanda tangan di bawak ini sdalsh Anzzota
Panitia Pemariksaan Tansh A van bertugas ke lapans

1. Namz DEDY CHRISTYAWAN ELYAS, SH
NIP 19741219 199703 1002
Jabatan Wakil Ketua merangkap Anggota.
2 Nama INDAH WAHJOENINGSIH
NIP 19630305 198603 2 003
Jabatan Anggota.
3. Nama TYAYUK HERWATI § 80S.
NIP 19630629 198602 2 003
Tabatan Lurzh Sukomammegal selakn anggota
Dengan ini kami telzh melakukean pemeriksam lzpang atzs permohonan
1. Sdr IRA TURSILOWATL SH, MH.. bertempat tmggel di Jalm Karmgrejo 137
Surzbayz, bertindak untuk dan at=s namz PEMERINTAH KOTA SURABATA.
2. Seluas 763 M* (Tujub rams enam pulub tiga meter persegi).
3. Tedetkdi - Jalan Donowati I
- Kelurshan Sukomamnggal
- Kecamete Sukomantmggal
- Kota Surabayz.

dengan hasil sebagai berikout
1. Penguzssam, Penggumaan dan Keadzan Tanzh
2 Dikmaszi'dmiiki cleh PEMERINTAH KOTA SURABAYA (pemohon) berdasarkan Surat
Pemystamn Pemgussazn Fisik Dan Yuridis Bidmg Tamsh tanggsl 25 Maret 2022 Nomor
593/1899/436 822022 dari Kepala Badan Pengelolaan Keusngan dan Aset Daersh Kotz
Surabayadan tercatat dalam Data Inventaris Aset(SIMBADA) Nomeor Register: 12345678-2000-
1330721
b, Berdssarken Surst Pemystam Pertanggumg Jawaban Mutlak tenggal 25 Maret 2022, Nomor
593/1900/436.8.2/2022 pemohon menyatzkan bahwa terkait kebenaran materiil, warksh dan data
pada permohonan ini maka segala skibat yang timbul menjadi tanggumeg jawab Pemerintzh Kota
Surabaya (pemohon) sepenubnya dan bersedia ditmmt sesuzi bukum yang berlaku sertz tidak
kan melibatkan pihak Lain
¢ Diatzs bidang tanzh vang dimchon berupz Tanzh dan bangunan yang rencana dipergunakan untuk
Sarana pendidikan. sesuzi dengan rencana penmtukan dan penggunzan tanzhnya.
d. Berdasarkan Peramuan Dazersh Kota Surzbaya Nomor 12 Tzhun 2014 tentang Remcanz Tata
Rumg Wilavzh Kota Surzbava Tabum 2014-2034 jo. Peramean Dasrsh Kota Surabava Nomer §

Kemudian dalam kegiatan aktuliasasi kedua ini dibagi menjadi 7 (tujuh)

tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Memeriksa hasil Peta Bidang yang telah diterbitkan
Pada tahapan kegiatan ini, perlu dilakukan pengecekan luas dan letak
obyek yang dimohonkan melalui Peta Bidang Tanah yang telah
diterbitkan oleh Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Berikut ini bukti
pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata

pelatihan agenda II :
——

PETA IOANG TANAR

® A

[ -

2. Menentukan tanggal pelaksanaan Panitia A
Apabila dalam penerbitan Peta Bidang Tanah tidak terdapat revisi luas
dan letak obyek, maka selanjutnya Koordinator Penetapan Tanah
Instansi Pemerintah menentukan tanggal pelaksanaan Panitia A.
Berikut ini bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi

pelaksanaan pada mata pelatihan agenda II.
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3. Membuat Surat Perintah Tugas Lapangan
Setelah tanggal pelaksanaan Panitia A ditentukan, maka selanjutnya
dibuat Surat Perintah Tugas Lapang rangkap 2 (dua) yang memuat:
waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan anggota yang
melaksanakan. Berikut ini bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti

aktualisasi pelaksanaan pada mata pelatihan agenda II.

4. Membuat Undangan Pemeriksaan Lapang dan Sidang Panitia A untuk
disampaikan kepada Lurah dan Pemohon.
Setelah Surat Perintah Tugas Lapangan diterbitkan, maka selanjutnya
dibuat Undangan Pemeriksaan Lapang dan Sidang Panitia A yang
memuat: waktu dan tempat pelaksanaan. Undangan tersebut dicetak

sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk dibagikan kepada Pemohon, Lurah
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setempat, dan anggota Panitia A. Berikut ini bukti pelaksanaan
kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata pelatihan

agenda II.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA L
PROVINSEIAWA TIMUR

' KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

5. Datang ke Kelurahan setempat untuk melihat Buku C letak obyek
tanah yang dimohonkan
Sebagai contoh, berikut dilakukan pertemuan antara Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I dan Kelurahan setempat untuk melihat
riwayat tanah yang tercantum dalam Buku C Kelurahan. Berikut ini

bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada

B = B

mata pelatihan agenda II:

1

6. Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke lokasi permohonan obyek
tanah bersama dengan Lurah
Setelah melihat Buku C Kelurahan, maka dilanjutkan dengan tinjau
lokasi obyek yang dimohonkan untuk melihat kondisi obyek dan
memastikan tidak ada keberatan dari warga. Berikut ini bukti
pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata

pelatihan agenda II :
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1.3.

7. Mengamati batas-batas obyek tanah yang dimohonkan serta
memperhatikan apakah terdapat sengketa atau permasalahan
setempat.

Dalam melakukan tinjau lokasi, juga dilakukan pencocokkan data fisik
untuk memastikan batas-batas obyek yang dimohonkan dengan
mengacu pada Peta Bidang Tanah. Berikut ini bukti pelaksanaan
kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata pelatihan

agenda II.

Kegiatan III (ketiga) yaitu membuat Konsep Surat Keputusan Pemberian

terhadap obyek tanah yang dimohonkan untuk terbit sertipikat.
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Kegiatan ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan
26 Agustus 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan realisasi
Output sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi yaitu : Risalah
Pengolahan Data, Risalah Pemeriksaan Tanah, dan Surat Keputusan

Pemberian Hak atas tanah.

RISALAH PENGOLAHAN DATA UNTUK PENETAPAN PEMBERIAN HAK PAKAI
ATAS NAMA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS TANAH
TERLETAK DIJALAN JEMUR ANDAYANI I, KELURAHAN SIWALANKERTO,
KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

L IDENTITAS PEMOHON
Nama :  DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

IL TANAH YANG DIMOHON

1. Letak tanah : a. Jalan : Jemur Andayani I
b. Kelurahan : Siwalankerto
c. Kecamatan : Wonocolo
d. Kota : Surabaya
2. Luas tanah : 2,000 M? (Dua ribu meter persegi)
3. Peta Bidang Tanah : Tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 7682022 NIB.
12.01.02.04.06651
4. Status : Tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor 40/Kelurahan

Siwalankerto seluas + 2.000 M’ tertulis atas nama
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

5. Penggunaan :  Tanah kosong
6. Rencana Penggunaan :  Gedung Perwakilan DPD RI di Surabaya

II. PERTIMBANGAN
Setuju dan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan Hak Pakai sesuai Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah A tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : 379/HP/VIII/2022.

IV. KESIMPULAN
1. Berkas Persyaratan : Lengkap

2. Kelengk yang masih dip D -

V. PERTIMBANGAN PEMBERIAN HAK

data yang dilampit subyek hak maupun obyek hak telah memenuhi syarat dan

setuju untuk dikabulkan dengan pertimbangan :
1. Bahwa tanah yang dimohon Hak Pakai adalah tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor
40/Kelurahan Siwalankerto seluas + 2.000 M? tertulis atas nama PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR telah dikuasai secara fisikk maupun secara yuridis oleh DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (pemohon) berdasarkan Surat
Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juni 2022 Nomor: 020/6639/203.5/2022 dan
Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
. Kenada Dewan Perwakilan_Daerah Renublik_Indonesia_tangeal 24 Febmari 2021 Nomor:

RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A
NOMOR : 379/HP/VIII2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. TARRY PURWATI A, S.SiT, M.H. :  Ketua merangkap Anggota;

2. DEDY CHRISTYAWAN ELYAS, SH. : Wakil Ketua merangkap Anggota;

3. LIPUR DEWIPRASINTA, S H. : Anggota;

4. RURY DAMAYANTI SH, MH. :  Lurah Siwalankerto, scbagai Anggota;
5. NITA PURWANDARI, S.ST. : Sckretans merangkap Anggota.

Sccara bersama-sama merupakan Tim Panitia Pemeriksaan Tanah A scbagaimana dimaksud
dalam Peraturan Mentenn Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal
27 Oktober 2021 Nomor 18 Tahun 2021 jo. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya | tanggal
12 Agustus 2022 Nomor: 107/KEP/35.78/VII1/2022, dan 5 (lima) orang Anggota telah datang di lokasi tanah
yang dimohon terletak di Jalan Jemur Andayani I, Kelurahan Siwalank K Wi lo, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Pakai tanggal
01 Juli 2022 yang didaftarkan tanggal 11 Agustus 2022 dari Sdr. ANDIKA PRIMA SARI, S.IP., M.Si.
bertempat tinggal di Jalan Pakemb Barat, Kelurahan Pal Merah, K Pal Merah, Jakarta Barat,
bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

L3 URAIAN MENGENAI PEMOHON

Instansi Pemerintah

a. Nama Pemohon : DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA
b. DomisiliTempat Kedudukan : JAKARTA PUSAT
c. Akta Pendirian Badan :  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014
Hukum/Peraturan Pendirian tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan
Perusahaan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Dacrah

1. URAIAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letak
a. Jalan : Jemur Andayani |
b. Kelurahan : Siwalankerto
¢. Kecamatan : Wonocolo
d. Kota : Surabaya
¢. Provinsi : Jawa Timur
2. Luas : 2,000 M? (Dua ribu meter persegi).
3. Peta Bidang Tanah : Tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 7682022 NIB.

12.01.02.04.06651.

IIL. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN

1. Jenis Hak : Hak Pakai
2. Jangka waktu . Selama dipergunakan
3. Penggunaan
a. Penggunaan Saat Ini : Tanah kosong
b. Rencana Penggunaan : Gedung Perwakilan DPD RI di Surabaya

IV.URAIAN...
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SURABAYAI

NOMOR : /SKHP/BPN.35.78/ 2022

TENTANG
PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA ATAS TANAH TERLETAK DI JALAN JEMUR ANDAYANI I,
KELURAHAN SIWALANKERTO, KECAMATAN WONOCOLO,
KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYAT

Membaca : a  surat permohonan Hak Pakai tanggal 01 Juli 2022 yang didaftarkan tanggal
11 Agustus 2022 dari Sdr. ANDIKA PRIMA SARI, S.IP., M.Si. bertempat
tinggal di Jalan Pakembangan Barat, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal
Merah, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA;

b.  surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Menimbang : a  bahwa DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA adalah
Instansi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jis. Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun
dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangKepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, telah memenuhi
syarat sebagai subyek Hak Pakai;

b. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I seluas 2.000 M? (Dua ribu meter persegi),
terletak di Jalan Jemur Andayani I, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan
Waonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, schagaimana diuraikan
dalam Peta Bidang Tanah tanggal 30 Juni 2022 Nomor 7682022
NIB. 12.01.02.04.06651;

¢. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Mutlak tanggal 28 Oktober 2021 Nomor:

PL.02.04/155/DPD RI/X/2021, terkait kebenaran materiil, warkah dan data

pada permohonan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab

hy hnya dan apabila dik ian hari ada per terhadap

tanah terscbut baik secara perdata maupun secara pidana pemohon akan

bertanggungjawab penuh secara mutlak dan tidak akan melibatkan pihak
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Lurah, maupun pihak terkait lainnya;

d.  bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal
28 Oktober 2021 Nomor PT.02 04/153/DPD RIXMA021 dinvatakan telah

Kemudian dalam kegiatan aktuliasasi ketiga ini dibagi menjadi 3 ( tiga )

tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengelompokkan data di Microsoft excel
Pada tahapan ini, Penulis akan membuat satu sheet excel yang
memuat data-data dari Pemohon yang sama, antara lain: Nomor
Surat Perintah Tugas Lapang, Hari pelaksanaan Tugas Lapang,
Tanggal pelaksanaan Tugas Lapang, Peruntukkan obyek, Tanggal
Surat Perintah Setor, Tanggal Permohonan, Tanggal Surat Penguasaan
Fisik, Tanggal Surat Pernyataan Mutlak, Nomor Surat Pernyataan
Mutlak, Tanggal Surat Penguasaan Fisik dari Pemohon, Nomor Surat
Penguasaan Fisik dari Pemohon, Letak jalan, Kecamatan, Penggunaan,
Rencana Penggunaan, Luas obyek di Peta Bidang Tanah, Tanggal Peta
Bidang Tanah, Nomor Peta Bidang Tanah, Nomor Induk Bangunan,
Sistem Administrasi Barang Milik Daerah (SIMBADA), Tanggal
penguasaan , Nama Lurah, NIP Lurah. Berikut ini bukti pelaksanaan
kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada mata pelatihan

agenda II.
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2. Menghubungkan secara mailings dari data di Microsoft excel ke
Microsoft Word.
Pada tahapan kegiatan berikut, dilakukan penyusunan konsep Risalah
Pengolahan Data, konsep Risalah Pemeriksaan Tanah, dan konsep
Surat Keputusan Pemberian Hak melalui Microsoft Word. Dilakukan
dengan cara masing-masing permohonan dibuat file terpisah untuk
memudahkan proses mailings. Masing-masing file kemudian
dihubungkan dengan Microsoft excel yang telah disusun sebelumnya,
sehingga tidak perlu menginput data diri dan hasil pelaksanaan tinjau
lapang satu persatu. Berikut ini bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti

aktualisasi pelaksanaan pada mata pelatihan agenda II :

%v » Computer » NITA PURWANDARI(D:) » PTIP-PEMKOT » IRAPEMKOT »

Organize v Includeinlibrary v Sharewith »  Bum  New folder
't Favorites 1-17356-22 34-24658 68-33874-22 fasum
B Desktop | 2-17348-22 35-24657 | 69-33041-22-fasum
& Downloads 13-17359-22 36-24655 | 70-33950-22
] Recent Places | 41734722 37-24654 | 71-33892-22
| 5-17358-22 38-24653 | 72-33900-22
53 Libraries 16-17310-22 30-24651 | 73-33896-22
[ Documents | 7-17314-22 40-24673 | 74-33946-22
& Music 18-17320-22 41-24665 | 75-33045.22
(=) Pictures 191732722 42-24633 | 76-33920-22
[ videos 110-17344-22 43-24645 | 77-33851-22
| 11-17354-22 44-24652 | 78-33911-22
8 Computer 112-17299-22 45-24660 | 79-33904-22
&, Local Disk (C) |13-17330-22 46-24635 | 80-33923-22
s NITA PURWANDARI (D:) | 14-17335-22 47-24648 | 81-34539-22
KOPERASI BHUMI SEIAHTER, | 15-17340-22 48-24638 | 82-33909-22
PENETAPAN | 16-24624 49-24640 | 83-33887-22
PTIP-PEMKOT | 17-24622 50-24669 | 84-33878-22
PTSL | 18-24626 51-24668 | 85-33913-22
SKP DAN DP3 | 19-24629 52-24666 | 86-33976-22
€2 DVD RW Drive (E) BROTHER | 20-24630 53-24659 | 87-33948-22
g% HTPT (Hy) | 21-24632 54-24662 | 88-33929-22
(5% Whiteboard (Q:) | 22-24664 55-24667 | 89-33915-22
(5% Data_Infrastruktur (R | 23-24643 56-24644 | 90-33953-22
9 btS (1010112141} (5) | 24-24661 57-24647-22 | 91-33967-22
€28 npurwandari (U:) | 25-24676 59-26649-22 | 92-33949-22
| 26-24670 60-26647-22 | 93-33932-22
G Network | 27-24663 61-26344-2020 | 94-33970-22
| 28-24674 62-34542-22 | 95-33961-22
| 29-24675 63-33869-22 | 96-33956-22
| 30-24672 64-33937-22 | 97-33939-22
| 31-24649 65-33934-22 | ASAL ASET
| 32-24671 66-33935-22-fasum || ASAL PELEPASAN
| 33-246% 67-33907-22 ) DATA PEMKOT IRA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANG OLEH
ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAHA

Padahariini Selasa, tanggal 03 April 2022, kami vang bertanda tangan di bawsh ini adslsh Anggota
Panitia Pemeriksaan Tensh A vang bertugas ke lapang ©

1. Nama DEDY CHRISTYAWAN ELYAS, SH.
NIP 19741219 199703 1 002
Tabatan Wakil Ketuz merangkap Anggota.
2. Nama INDAH WAHJOENINGSIH.
NIP 19650503 198603 2 003
Jabatan Anggota.
3. Nama : YAYUKHERWATI §.508
NIP 19630629 193602 2 003
Tabatan Lursh Sukemammegal selaku mggotz.
Dengen ini kemi telsh melakuken pemeriksazn lapang stes permohonzn
1. Sdr : IRA TURSILOWATI, SH, MH.. bertempat tinggal di Jalan Karangrsjo 157
Surabaya, bertindzk untuk dan ztzs nama PEMERINTAH KOTA SURABATA.
2. Seluas : 763 M (Tujub ratus enam puluh tiga meter persagi).
3. Tedetkdi : - Jalan Donowatill
- Kelurzhan Sukomanunggal
- Kecamatan Sukomanmegal
- Kota Surshaya
dengan hasil sebagai berikmt :

1. Penguasaan, Penggunaan dan Keadaan Tansh

2 Dikuzsai'dimiliki clsh PEMERINTAH KOTA SURABAYA (pemchon) berdasarkan Surat
Pemyatzan Penguasaan Fisik Da Yuridis Bidang Tanzh tanggal 23 Maret 2022 Nomor:
393/1809/436.8.272002 dari Kepala Badan Pengelolaan Keusngan dan Aset Daerzh Kotz
Surzbayz dan tercatat dalam Data Inventaris Aset(SIMBADA) NemorRegister: 12343678-2000-
133072-1

b. Berdasarkan Surat Pemyatzan Pertanggung Jawaban Mutlak tanggal 25 Maret 2022, Nomor:
593/1900/436.8 272022 pemohon menyatakan bshwa terkait kebenaran materiil, warksh dan data
pada permohonan i maka segalz akibat yang timbul menjadi tanggime jawab Pemerintzh Kota
Sutzbayz (pemohon) sepenubnyz dan bersedia dinmmt sesuai hukum yang berlakn serta tidak
zlan melibatken pihak lain.

¢.  Diatas bidang tanzh yang dimohon berupa Tansh dan bangunan vang rencana dipergunakan unnik
Sarana pendidikan, sesuzi dengan rencanz perunmukan dan penggunaan tanzhnya.

d. Berdasarkan Peraturan Daerzh Kota Sursbaya Nomor 12 Tzhun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilavzh Kota Surabava Tahun 2014-2034 jo. Peraturan Dzerzh Kotz Surzbava Nomer §
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3. Menyusun Hasil Pemeriksaan Panitia A

Pada tahapan ini, setelah dilakukan mailings terhadap masing-masing
konsep Risalah Pengolahan Data, konsep Risalah Pemeriksaan Tanah,
dan konsep Surat Keputusan Pemberian Hak berdasarkan dari berkas
yang dilampirkan Pemohon, maka selanjutnya setiap konsep di print
dan dikoreksi oleh Koordinator Subseksi Penetapan Tanah Instansi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan Perkaban Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Berikut ini bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi

pelaksanaan pada mata pelatihan agenda II:

51



RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A
NOMOR : 379/HP/VIII/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. TARRY PURWATI A, S.SiT, M.H. : Ketua merangkap Anggota;

2. DEDY CHRISTYAWAN ELYAS, SH. : Wakil Ketua merangkap Anggota;

3. LIPUR DEWIPRASINTA, S H. : Anggota;

4. RURY DAMAYANTI SH, MH. : Lurah Siwalankerto, sebagai Anggota;
5. NITA PURWANDARI SST. : Sekretanis merangkap Anggota.

Sccara bersama-sama merupakan Tim Panitia Pemeriksaan Tanah A scbagaimana dimaksud
dalam Peraturan Mentenn Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal
27 Oktober 2021 Nomor 18 Tahun 2021 jo. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya | tanggal
12 Agustus 2022 Nomor: 107/KEP/35.78/VI11/2022, dan 5 (lima) orang Anggota telah datang di lokasi tanah
yang dimohon terletak di Jalan Jemur And: i I, Kelurahan Siwalank K Wi lo, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Pakai tanggal
01 Juli 2022 yang didaftarkan tanggal 11 Agustus 2022 dari Sdr. ANDIKA PRIMA SARI, S.IP., M.Si.
bertempat tinggal di Jalan Pakemt Barat, Kelurahan Pal Merah, K Pal Merah, Jukarta Barat,
bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

URAIAN MENGENAI PEMOHON
Instansi Pemerintah

a. Nama Pemohon : DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA
b. DomisiliTempat Kedudukan  :  JAKARTA PUSAT
c. Akta Pendirian Badan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014
Hukum/Peraturan Pendirian tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan
Perusahaan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah B
a
IL. URAIAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON
1. Letak
a. Jalan : Jemur Andayani |
b. Kelurahan : Siwalankerto
¢. Kecamatan : Wonocolo
d. Kota : Surabaya
¢. Provinsi : Jawa Timur
2. Luas : 2.000 M? (Dua ribu meter persegi).
3. Peta Bidang Tanah : Tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 7682022 NIB.

12.01.02.04.06651.

L URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN

1. Jenis Hak : Hak Pakai
2. Jangka waktu : Selama dipergunakan
3. Penggunaan
a. Penggunaan Saat Ini : Tanah kosong
b. Rencana Penggunaan : Gedung Perwakilan DPD RI di Surabaya

IV.URAIAN...

RISALAH PENGOLAHAN DATA UNTUK PENETAPAN PEMBERIAN HAK PAKAI
ATAS NAMA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS TANAH
TERLETAK DI JALAN JEMUR ANDAYANI I, KELURAHAN SIWALANKERTO,
KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

L. IDENTITAS PEMOHON
Nama :  DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

II. TANAH YANG DIMOHON

1. Letak tanah : a. Jalan : Jemur Andayani I
b. Kelurahan : Siwalankerto
c. Kecamatan : Wonocolo
d. Kota : Surabaya
2. Luastanah : 2.000 M? (Dua ribu meter persegi)
3. Peta Bidang Tanah : Tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 7682022 NIB.
12.01.02.04.06651
4. Status : Tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor 40/Kelurahan

Siwalankerto seluas + 2.000 M’ tertulis atas nama
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

5. Penggunaan :  Tanah kosong
6. Rencana Penggunaan :  Gedung Perwakilan DPD RI di Surabaya

III. PERTIMBANGAN
Setuju dan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan Hak Pakai sesuai Risalah Panitia Pemeriksaan

Tanah A tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : 379/HP/VIII/2022.

IV. KESIMPULAN

1. Berkas Persyaratan : Lengkap
2. Kelengkapan yang masih diperlukan D

V. PERTIMBANGAN PEMBERIAN HAK
Berdasarkan data yang dilampirk subyek hak maupun obyek hak telah memenuhi syarat dan

setuju untuk dikabulkan dengan pertimt 2

1. Bahwa tanah yang dimohon Hak Pakai adalah tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor
40/Kelurahan Siwalankerto seluas + 2.000 M* tertulis atas nama PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR telah dikuasai secara fisik maupun secara yuridis oleh DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (pemohon) berdasarkan Surat
Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juni 2022 Nomor: 020/6639/203.5/2022 dan
Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kenada Dewan Perwakilan Daerah Renublik Indonesia taneeal 24 Febmari 2021 Nomor |
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SURABAYAI
NOMOR /SKHP/BPN.35.78/ 12022
TENTANG
PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA ATAS TANAH TERLETAK DI JALAN JEMUR ANDAYANI I,
KELURAHAN SIWALANKERTO, KECAMATAN WONOCOLO,
KOTA SURABAY A, PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

Membaca : a.  surat permohonan Hak Pakai tanggal 01 Juli 2022 yang didaftarkan tanggal
11 Agustus 2022 dani Sdr. ANDIKA PRIMA SARIL S.IP., M.Si. bertempat
tinggal di Jalan Pakembangan Barat, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal
Merah, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA;

b.  surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Menimbang : a. bahwa DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA adalah
Instansi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jis. Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun
dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Penctapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, telah memenuhi
syarat sebagai subyek Hak Pakai;

b. bahwa tanah yang dimochon telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I seluas 2.000 M? (Dua ribu meter persegi),
terletak di Jalan Jemur Andayani I, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan
Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan
dalam Peta Bidang Tanah tanggal 30 Juni 2022 Nomor T682022
NIB. 12.01.02.04.06651;

¢. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Mutlak tanggal 28 Oktober 2021 Nomor:
PL.02.04/155/DPD RI/X/2021, terkait kebenaran materiil, warkah dan data
pada permohonan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab
pemohon sepenuhnya dan apabila dikemudian hari ada permasalahan terhadap
tanah tersebut baik secara perdata maupun secara pidana pemohon akan
bertanggungjawab penuh secara mutlak dan tidak akan melibatkan pihak
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Lurah, maupun pihak terkait lainnya;

d  bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal
28 Oktoher 2021 Nomor PT.02 04/153/DPN RUX2021 dinvatakan telah

Kegiatan IV (keempat) yaitu penomoran Surat Keputusan Pemberian Hak
atas tanah.

Kegiatan keempat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sampai
dengan 02 September 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan
realisasi Output sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi yaitu

Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang sudah diberi nomor.

l‘ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA L ANGY
nAl

DAN PERTANAMAN \\ilu\‘:‘l\l
( PROVINSEIAWA nMun
/

| -

o i C pan ok
sclab mensemibl syarat sebagn sibyek

Nomor 7392022 NIB. 120114 1201478

. balwa berdssarkan Surst Pomystasn Pertanggungiawaban Mutah wnign!
24 November 2021 Nomor: SI/XU2021, terkait kebenaran materuil, wathal
dan dass pads permohonan i maka segala akibai yang tbal menia
wnggung  jiwab  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA -t

9 KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA-TNL
o (pemobon) sepenubmya din apbila dikemudian hari ada permasals)
terhadap tanah tervebut baik secara perdata maupun secar pudana pean

okan beranggung jowsb secan motlak dan udak akan mchbs
pébak/Tnstans manapar;

dhal

Kemudian dalam kegiatan aktuliasasi keempat ini dibagi menjadi 3 (tiga)
tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Upload PDF hasil pemeriksan lapang dari akun Subsie PTIP ke
Kepala Seksi Penetapan Hak dan diteruskan ke Kepala Kantor
Pertanahan melalui KKP.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang pertama, Penulis
melakukan upload file PDF hasil pemeriksaan lapang. File PDF
didapatkan setelah Penulis melaksanakan tinjau lapang. Hasil
pemeriksaan lapang yang berupa hard file di scan untuk dijadikan

soft file. Setelah soft file berbentuk PDF, maka dapat di upload pada
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Web KKP menggunakan akun Subsie PTIP. Berikut ini bukti
pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada

mata pelatihan agenda II.

2. Beri nomor Surat Keputusan Pemberian Hak sesuai yang

tercantum di KKP.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang kedua, Penulis
memberikan nomor terhadap Surat Keputusan Pemberian Hak
(SKPH) sesuai dengan yang tercantum di dalam KKP. Pemberian
nomor ini untuk membedakan antara Surat Keputusan Pemberian
Hak yang satu dengan Surat Keputusan Pemberian Hak yang
lainnya. Berikut ini bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti

aktualisasi pelaksanaan pada mata pelatihan agenda II.

I babwa tanah yung dimabon elah dilakoikan penguk
Kanhor Portanahun Kot Serabayn | sclu 1443 M
plﬂln-mw-!).mdlunldu
Kelurshan Balongart, Kecamatan Tandes, Kot

Tinvir, sebagalmans dicnikan dalum Pets Bidang Tanah wngial |
Nomor | TA72022 NI 120,14 1201478,

#
L (pemobon) eperabyn din. apable. dikemudian hust ada. permanss
y terhadap tanah tersebut baik secara perdata maupun secar pidana pean
5 okan beranggung jowsh secars motlak dan udak akan mehib
pihak/Instansi manapan,

dbal

Masukkan nomor berkas, letak tanah, tahun permohonan
kemudian teruskan dengan kode akun ke Kepala Seksi Penetapan
untuk update informasi posisi berkas, melalui sistem assloc.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang ketiga, Penulis
melengkapi data — data dengan memasukkan nomor berkas, letak
tanah, tahun permohonan. Setelah lengkap, maka dapat
dilanjutkan dengan memberikan kode akun ke Kepala Seksi untuk
mengetahui posisi berkas melalui sistem assloc. Berikut ini bukti
pelaksanaan kegiatan dan bukti aktualisasi pelaksanaan pada

mata pelatihan agenda II.
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Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II
Aktualisasi Nilai — Nilai Agenda Il yang diimplementasikan oleh Penulis
selama masa aktualisasi dan habituasi di satuan kerja Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I adalah (1) Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK yang terdiri dari
nilai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal,
adaptif, dan kolaboratif, (2) Visi Misi Organisasi Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan (3) Nilai Organisasi (Melayani,
Profesional, Terpercaya) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Berdasarkan Matrik Rekapitulasi Rencana Habituasi
Nilai Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK total terdapat 120 jumlah Nilai - Nilai
Dasar ASN Ber-AKHLAK yang akan dilaksanakan dalam berkegiatan selama
aktualisasi nanti. Selanjutnya, selama masa aktualisasi yang sudah
dilaksanakan oleh Penulis di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, total
aktualisasi Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK adalah 120, maka nilai
tersebut sama dan sesuai dengan Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK yang sudah
direncanakan selama menjalankan kegiatan aktualisasi.

Berikut ini pelaksanaan aktualisasi Nilai -Nilai Agenda II oleh Penulis adalah

sebagai berikut:

2.1 Kegiatan I (pertama) yaitu melakukan telaah persyaratan kelengkapan
dan kebenaran berkas permohonan pelayanan hak atas tanah.
Kegiatan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus sampai
dengan 09 Agustus 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan
realisasi Output sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi yaitu :
Berkas yang telah ditelaah. Lalu dalam kegiatan aktuliasasi pertama ini
dibagi menjadi 6 (enam) tahapan kegiatan sebagai berikut :

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1. Berorientasi Pelayanan
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Kegiatan telaah persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas
permohonan mencerminkan adanya responsivitas dalam melakukan
pelayanan.

. Akuntabel
Mencerminkan adanya transparansi dan konsisten dalam menerima
berkas permohonan. Apabila terdapat kekurangan, maka akan
dikembalikan sebagai wujud melaksanakan tugas dengan
bertanggung jawab dan cermat.

. Kompeten
Sebagai wujud kinerja terbaik dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat.

. Harmonis
Sebagai wujud peduli terkait dengan harapan masyarakat untuk
segera mendapatkan sertipikat sebagai alas hak yang sah.

. Loyal

Sebagai wujud komitmen dan dedikasi dalam melayani masyarakat.

. Mengecek berkas permohonan belum pernah didaftarkan.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang pertama, Penulis
melakukan pengecekan status berkas yang dimohonkan melalui
laman  Urus  Sertipikat Tanah dari Rumah  (UTAMA)

https://utamasbyl.id/ Pengecekan dimaksud guna memastikan

permohonan yang diajukan belum pernah didaftarkan.

Cek Permohonan

Gambar 3.2 Berkas yang telah ditelaah

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1.

Berorientasi Pelayanan
Sebagai wujud responsivitas dalam memahami dan memenuhi
kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sertipikat sebagai alas

hak yang sah.

Akuntabel
Sebagai wujud konsisten dan transparan untuk bisa melaksanakan

tugas dengan bertanggung jawab dan cermat.
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3. Kompeten
Sebagai wujud ahli di bidangnya yaitu dalam hal memberikan
pertimbangan dan melakukan analisis permohonan pendaftaran
hak.

4. Loyal
Sebagai wujud komitmen dan dedikasi kepada instansi yaitu

memberikan pelayanan prima dalam pendaftaran hak atas tanah.

2. Melihat PerKBPN Nomor 1 Tahun 2010 jo Permen ATR BPN Nomor
18 Tahun 2021.
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang kedua, Penulis melakukan
ceklist persyaratan berkas berdasarkan PerKBPN Nomor 1 Tahun
2010 jo Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021.
Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :
1. Berorientasi Pelayanan
Sebagai wujud memberikan pelayanan yang berkualitas
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akuntabel
Sebagai wujud integritas dan dapat dipercaya dalam bekerja
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Kompeten
Sebagai wujud ahli di bidangnya sesuai dengan tugas dan fungsi
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Loyal
Sebagai wujud komitmen memegang teguh kewajiban dan kode
etik sebagai ASN dalam melayani masyarakat.
5. Adaptif
Sebagai wujud proaktif yaitu permohonan dapat didaftarkan

secara online melalui website UTAMA.
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Gambar 3.3 Ceklist berkas

3. Mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas mulai dari identitas
pemohon, letak obyek tanah, ttd, materai asli.
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang ketiga, Penulis melakukan
pengecekan kelengkapan dan kebenaran berkas yang dimohonkan
diantaranya: identitas pemohon (KTP dan KK), Surat Penguasaan
Fisik Tanah dan Bangunan TTD materai asli, Surat Pernyataan

Mutlak TTD materai asli, asli dasar perolehan alas hak.

Gambar 3.4 Berkas yang sudah dicek
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Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1. Berorientasi Pelayanan
Sebagai wujud memperhatikan kualitas berkas permohonan.
Apabila terdapat kekurangan = persyaratan maka akan
dikembalikan kepada Pemohon.

2. Akuntabel
Sebagai wujud konsisten memperhatikan kelengkapan dan
kebenaran persyaratan yang dilampirkan, agar hasil kerja dapat
dipertanggungjawabkan.

3. Kompeten
Sebagai upaya memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan
tugas dan fungi dari instansi.

4. Harmonis
Sebagai wujud peduli terhadap apa yang menjadi kesulitan atau
kebingungan dari Pemohon mengenai persyaratan yang harus
dilampirkan.

5. Loyal
Sebagai wujud komitmen pada ketentuan yang berlaku mengenai
kewajiban dan hak Pemohon dalam pendaftaran ha katas tanah.

6. Adaptif
Sebagai wujud proaktif mengenai kekurangan berkas permohonan
dapat dilihat dalam KKP.

7. Kolaboratif
Sebagai wujud membangun kerja sama yang sinergis dengan

Pemohon terkait dengan pendaftaran ha katas tanah.

4. Memastikan tidak ada blokir
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang keempat, Penulis
melakukan pengecekan blokir terhadap berkas yang dimohonkan
oleh pemohon dengan melihat catatan pada berkas. Apabila tidak
terdapat catatan, maka artinya berkas tidak dalam perkara maupun

sengketa.
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Gambar 3.5 Berkas yang sudah diperiksa

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1. Berorientasi Pelayanan
Sebagai wujud memperhatikan kualitas pelayanan agar tidak
menjadi sengeketa di kemudian hari.

2. Akuntabel
Sebagai wujud konsisten dan tegas terhadap tanah yang
dimohonkan apabila masih terdapat sengketa atau perkara, maka
tidak dapat ditindaklanjuti.

3. Adaptif
Sebagai wujud inovasi yaitu adanya catatan blokir dapat dilihat

melalui sistem KKP.

5. Memastikan berkas sudah dilakukan pembayaran pelayanan
pendaftaran hak atas tanah
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang kelima, Penulis melakukan
pengecekan pembayaran pelayanan pendaftaran hak atas tanah
dengan melihat form Surat Perintah Setor (SPS). Apabila form SPS
tersebut tidak ditemukan dalam permohonan maka artinya Pemohon
belum melakukan pembayaran dan berkas harus dikembalikan.
Sebaliknya, jika form SPS sudah dilampirkan dalam permohonan

maka berkas dapat ditindaklanjuti.
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Gambar 3.6 Surat Perintah Setor

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

Berorientasi Pelayanan

Sebagai wujud responsive terhadap persyaratan awal yang wajib
diselesaikan oleh Pemohon.

Akuntabel

Sebagai wujud transparan mengenai biaya yang diperlukan
Pemohon dalam pendaftaran ha katas tanah.

Kompeten

Sebagai wujud ahli mengetahui perhitungan biaya yang
diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Harmonis

Sebagai wujud peduli dengan Pemohon agar transaksi
pembayaran sesuai dengan SOP dan meminimalisir adanya
pungutan liar kepada Pemohon.

Loyal

Sebagai wujud komitmen untuk tidak melakukan pungutan liar
dan Pemohon hanya diwajibkan membayar biaya sesuai dengan
nilai yang tercantum dalam SPS.

Adaptif

Sebagai wujud inovatif yaitu pendaftaran SPS dilakukan secara
online melalui KKP oleh Petugas yang ditunjuk.

Kolaboratif

Sebagai wujud sinergi dengan Pemohon untuk meminimalisir

adanya praktik KKN dalam proses pendaftaran hak atas tanah.

6. Menyatukan berkas permohonan menjadi satu kesatuan
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Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang keenam, Penulis menata
dan menyatukan dokumen-dokumen permohonan menjadi satu
kesatuan dan digabungkan dengan permohonan lainnya untuk
melakukan proses lebih lanjut. Penyatuan berkas ini dilakukan agar
Penulis mudah dalam melakukan pengerjaan pelayanan pertanahan.
Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :
1. Berorientasi Pelayanan :
Sebagai wujud memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat dengan bekerja mengedepankan sikap ramabh,
cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
2. Akuntabel
Menyatukan berkas menjadi satu kesatuan dengan
bertanggung jawab dan berintergritas tinggi.
3. Kompeten
Melakukan tugas dan pekerjaan yang diberikan dengan kualitas
terbaik.

Gambar 3.7 Berkas yang sudah diperiksa

Kontribusi terhadap visi misi organisasi:

Dengan adanya berkas yang ditelaah dan nomor berkasnya
dimasukkan ke dalam sistem assloc maka akan membantu
memberikan kontribusi visi Kementerian yaitu mewujudkan penataan
ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar
dunia dalam melayani masyarakat.

Serta membantu misi Kementerian yaitu terciptanya pengelolaan

pertanahan yang produkif dan berorientasi ekonomi.

Penguatan nilai organisasi :
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2.2.

Telaah berkas yang kemudian nomor berkasnya dihubungkan dengan
sistem assloc dapat menguatkan nilai organisasi yaitu kemudahan
pelayanan pertanahan yaitu salah satunya pendaftaran hak pertama
kali.

Kegiatan II (kedua) yaitu melaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A
(Panitia A) untuk tanah aset instansi pemerintah.
Kegiatan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus sampai
dengan 19 Agustus 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
dengan realisasi Output sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi
yaitu : Surat Perintah Tugas Lapangan, Undangan Pemeriksaan
Lapang dan Sidang Panitia A, dan Berita Acara Pemeriksaan Lapang.
Lalu dalam kegiatan aktuliasasi kedua ini dibagi menjadi 7 ( tujuh )
tahapan kegiatan sebagai berikut :
Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :
1. Berorientasi Pelayanan :
Mengerjakan permohonan pemberian hak pertama kali dan
melakukan koordinasi antara Panitia A dengan Pemohon sesuai
dengan hasil Peta Bidang Tanah untuk persiapan, tempat, dan
waktu pelaksanaan Panitia A.
2. Akuntabel
Pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) harus
dengan Surat Perintah Tugas Lapangan yang ditandatangani
oleh Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah,
dengan stemple asli, dan rangkap 2 (dua). Hal ini dimaksudkan
untuk data penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
3. Kompeten
Panitia A dilaksanakan oleh seorang Analis Hukum Pertanahan
dengan maksud mampu memahami kebenaran data fisik dan
data yuridis terhadap obyek tanah yang dimohonkan.
4. Harmonis
Peninjauan Lapangan oleh Panitia A dilaksanakan dengan itikad
baik dan sikap saling memahami. Misalnya seperti kesulitan
memahami data fisik atau data yuridis dengan Riwayat Tanah
Buku C, maka Pemohon dan Panitia A mengedepankan
musyawarah untuk menyelesaikan dan mencari solusi atas
hambatan dimaksud.
5. Loyal
Apabila pemeriksaan tanah dilakukan tanpa kehadiran Lurah
maka Hasil Pemeriksaan Panitia A adalah cacat hukum karena
tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.
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6. Adaptif
Untuk memudahkan koordinasi awal, Undangan Pemeriksaan
Panitia A dapat dibagikan secara online melalui whatsapp.

7. Kolaboratif
Kolaborasi dilakukan rapat koordinasi antara Kantor
Pertanahan Kota Surabaya [ dengan instansi pemerintah untuk

membahas perencanaan dan evaluasi sertipikasi tanah aset.

1. Memeriksa hasil Peta Bidang yang telah diterbitkan
Pada tahapan kegiatan ini, perlu dilakukan pengecekan luas dan
letak obyek yang dimohonkan melalui Peta Bidang Tanah yang telah

diterbitkan oleh Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
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Gambar 3.8 Peta Bidang Tanah

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1. Berorientasi Pelayanan :
Sebagai wujud melayani masyarakat dengan melakukan
pengecekan luas dan letak obyek yang dimohonkan secara
cekatan dan hati-hati agar dikemudian hari tidak terdapat
kesalahan data.

2. Akuntabel
Melalukan tugas dan pekerjaan yaitu memeriksa hasil Peta
Bidang yang telah diterbitkan dengan penuh tanggung jawab.

3. Kompeten
Sebagai seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional harus
memiliki kompetensi untuk melakukan pengecekan luas dan
letak obyek yang dimohonkan melalui Peta Bidang Tanah yang
telah diterbitkan.

4. Loyal
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Memberikan kontribusi terhadap percepatan kinerja kantor
dengan melakukan pengecekan luas dan letak obyek yang
dimohonkan melalui Peta Bidang Tanah yang telah diterbitkan.
5. Adaptif
Peta bidang dilihat melalui GeoKKP.
6. Kolaboratif
Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengukuran dan Pemetaan
dalam melakukan pengecekan luas dan letak obyek yang

dimohonkan melalui Peta Bidang Tanah.

. Menentukan tanggal pelaksanaan Panitia A
Apabila dalam penerbitan Peta Bidang Tanah tidak terdapat revisi
luas dan letak obyek, maka selanjutnya Koordinator Penetapan
Tanah Instansi Pemerintah menentukan tanggal pelaksanaan

Panitia A.

! y KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
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Gambar 3.9 Tanggal pada Undangan dan Surat Perintah Tugas

Lapangan

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :
1. Berorientasi Pelayanan :
Sebagai wujud memberikan pelayanan prima dilakukan dengan
menunjukkan kualitas dan responsivitas dalam melakukan

pekerjaan.

2. Akuntabel
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Dalam menetukan tanggal pelaksanaan Panitia A harus
dilakukan secara transparan.

Harmonis

Dalam menentukan tanggal pelaksanaan Panitia A

mempertimbangkan jadwal rekan kerja yang lain.

. Kolaboratif

Melakukan koordinasi dengan rekan kerja lain dalam hal ini
atasan maupun Seksi lain untuk menentukan tanggal

pelaksanaan Panitia A yang sesuai.

Membuat Surat Perintah Tugas Lapangan

Setelah tanggal pelaksanaan Panitia A ditentukan, maka

selanjutnya dibuat Surat Perintah Tugas Lapang rangkap 2 (dua)

yang memuat: waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan

anggota yang melaksanakan.
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Gambar 3.10 Surat Perintah Tugas Lapangan

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1.

2.

3.

Berorientasi Pelayanan :

Membuat Surat Perintah Tugas Lapangan dengan cekatan dan
mengedepankan kualitas.

Akuntabel

Memiliki tanggung jawab dan integritas dalam membuat Surat
Perintah Tugas Lapangan yaitu dengan memastikan waktu
pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan anggota yang
melaksanakan telah sesuai.

Kompeten
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Membuat Surat Perintah Tugas Lapangan dengan kualitas
terbaik.

4. Harmonis
Melakukan diskusi dengan rekan kerja lain dalam membuat
Surat Perintah Tugas Lapangan khussunya terkait waktu
pelaksanaan dan anggota tim Panitia A.

5. Loyal
Membuat Surat Perintah Tugas Lapangan dengan
memperhatikan kepentingan dan agenda pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I.

6. Adaptif
Bersikap proaktif dan cepat menyesuaikan diri mengahdapi
perubahan ketika tiba-tiba mendadak terdapat pergantian
terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan maupun
anggota tim Panitia A.

7. Kolaboratif
Melakukan koordinasi dengan rekan kerja lain dalam membuat
Surat Perintah Tugas Lapangan khussunya terkait waktu

pelaksanaan dan anggota tim Panitia A.

4. Membuat Undangan Pemeriksaan Lapang dan Sidang Panitia A
untuk disampaikan kepada Lurah dan Pemohon.
Setelah Surat Perintah Tugas Lapangan diterbitkan, maka
selanjutnya dibuat Undangan Pemeriksaan Lapang dan Sidang
Panitia A yang memuat: waktu dan tempat pelaksanaan. Undangan
tersebut dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk dibagikan kepada

Pemohon, Lurah setempat, dan anggota Panitia A.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
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Gambar 3.11 Undangan

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1.

Berorientasi Pelayanan :

Sebagai wujud memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan undangan
Pemeriksaan Lapang kepada Lurah dan Pemohon dengan
mengedepankan sikap ramah dan sopan serta menggunakan
bahasa yang mudah dimengerti.

Akuntabel

Menyampaikan undangan Pemeriksaan lapang kepada Pak
Lurah dan Pemohon dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi.

Kompeten

Melaksanakan pembuatan undangan pemeriksaan lapang
dengan kualitas terbaik dan terus mengembangkan kapabilitas

diri.

. Harmonis

Berupaya membangun lingkungan kerja yang kondusif
khususnya ketika melakukan kinerja bersama dengan

stakeholder lainnya seperti Lurah dan Pemohon.

. Loyal

Melakukan pengabdian dengan langsung turun ke masyarakat
seperti dengan menyampaikan undangan pemeriksaan lapang

kepada Lurah dan Pemohon.

. Adaptif

Bertindak proaktif dan cepat menyesuaikan diri dalam
menghadapi perubahan yang ada di lingkungan kerja seperti
ketika turun lapang harus cepat menyesuaikan diri dengan
kondisi lingkungan yang ada.

Kolaboratif

Malakukan koordinasi dengan anggota tim lainnya terkait
persiapan yang harus dilakukan sebelum turun lapang dan
melakukan koordinasi dengan Lurah dan Pemohon ketika

sudah turun ke lapangan.

5. Datang ke Kelurahan setempat untuk melihat Buku C letak obyek

tanah yang dimohonkan.
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Sebagai contoh, berikut dilakukan pertemuan antara Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I dan Kelurahan setempat untuk

melihat riwayat tanah yang tercantum dalam Buku C Kelurahan.

m = B

Gambar 3.12 Datang ke Kelurahan setempat untuk melihat Buku C
letak obyek tanah yang dimohonkan
Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :
1. Berorientasi Pelayanan :
Mengedepankan sikap ramah, sopan, dan melakukan
komunikasi menggunakan bahasa yang baik dan mudah
dipahami ketika mendatangi Kelurahan setempat untuk melihat
Buku C letak obyek tanah yang dimohonkan.
2. Akuntabel
Ketika mendatangi Kantor Kelurahan setempat untuk melihat
Buku C letak obyek tanah yang dimohonkan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi serta

menyampaikan data yang didapatkan secara transparan.

3. Kompeten
Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan kualitas terbaik
serta terus mengembangkan diri menjadi lebih baik.

4. Harmonis
Ketika melakukan diskusi dengan pegawai di Kantor Kelurahan
setempat mengedepankan sikap saling menghargai apapun

latar belakangnya.

6. Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke lokasi permohonan obyek
tanah bersama dengan Lurah.
Setelah melihat Buku C Kelurahan, maka dilanjutkan dengan
tinjau lokasi obyek yang dimohonkan untuk melihat kondisi obyek

dan memastikan tidak ada keberatan dari warga.
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Gambar 3.13 Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke lokasi

permohonan obyek tanah bersama dengan Lurah

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1.

Berorientasi Pelayanan :

Melakukan Peninjauan Lapangan ke lokasi permohonan obyek
tanah sebagai bentuk memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat serta bersikap murah senyum, ramah, sopan, dan

bertutur kata baik.

. Akuntabel

Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke lokasi permohonan
obyek tanah dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin,
dan berintegritas tinggi serta memaparkan hasil laporan

Peninjauan Lapang secara transparan.

. Kompeten

Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke lokasi permohonan
obyek tanah dengan kualitas terbaik dan cepat menyesuaikan
diri dengan kondisi lapangan yang ada.

Harmonis

Membangun lingkungan kerja yang kondusif ketika melakukan
Peninjauan Lapangan ke lokasi permohonan obyek tanah
khususnya ketika bersama stakeholder seperti dengan Lurah
dan Pemohon.

Loyal

Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke lokasi permohonan

obyek tanah dengan tetap menjaga nama baik Instansi.

. Kolaboratif
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Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi yang baik
dengan Lurah dan Pemohon saat melakukan Peninjauan

Lapangan ke lokasi permohonan obyek tanah.

7. Mengamati batas-batas obyek tanah yang dimohonkan serta
memperhatikan apakah terdapat sengketa atau permasalahan
setempat.

Dalam melakukan tinjau lokasi, juga dilakukan pencocokkan data
fisik untuk memastikan batas-batas obyek yang dimohonkan

dengan mengacu pada Peta Bidang Tanah.

Gambar 3.14 Mengamati batas-batas obyek tanah yang dimohonkan

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1. Berorientasi Pelayanan :
Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan
langsung turun ke masyarakat untuk mengamati batas-batas
obyek tanah yang dimohonkan serta memperhatikan apakah
terdapat sengketa atau permasalahan setempat.

2. Akuntabel
Melakukan pengamatan batas-batas obyek tanah yang
dimohonkan dan pencocokkan data fisik untuk memastikan
batas-batas obyek yang dimohonkan dengan jujur, cermat, dan
bertanggung jawab.

3. Kompeten
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2.3.

Melakukan kinerja dengan mengedepankan kualitas dan selalu
belajar terhadap hal-hal baru yang dihadapi saat turun
langsung ke lapangan.

4. Harmonis
Ketika turun langsung ke lapangan harus membangun pola
kinerja yang kondusif.

5. Loyal
Menjaga nama baik Instansi ketika melakasanakan pekerjaan

khususnya ketika bekerja di lapangan.
Kontribusi terhadap visi misi organisasi :

Dengan adanya Surat Perintah Tugas Lapangan dan Undangan
Pemeriksaan Lapang dan Sidang Panitia A memberikan kontribusi visi
Kementerian yaitu terwujudnya penyelenggaraan pertanahan yang
terpercaya.

Serta membantu misi Kementerian yaitu menyelenggarakan penataan
ruang dengan berorientasi pada aspek ekonomi yaitu penyelenggaraan

penataan ruang dan pertanahan yang produktif;

Penguatan nilai organisasi :

Adanya Surat Perintah Tugas Lapangan dan Undangan Pemeriksaan
Lapang dan Sidang Panitia A dapat menguatkan nilai organisasi yaitu
terpercaya, karena diharapkan dapat menciptakan kondisi kerja yang

transparan.

Kegiatan III (ketiga) yaitu membuat Konsep Surat Keputusan
Pemberian terhadap obyek tanah yang dimohonkan untuk terbit
sertipikat.
Kegiatan ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus sampai
dengan 26 Agustus 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
dengan realisasi Output sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi
yaitu : Risalah Pengolahan Data, Risalah Pemeriksaan Tanah, dan
Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah. Lalu dalam kegiatan
aktuliasasi ketiga ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan kegiatan sebagai
berikut :
Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :
1. Berorientasi Pelayanan :
Saya akan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Panitia A
dengan jangka waktu paling lamal4 hari kerja.

2. Akuntabel
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Permohonan hak atas tanah harus disertai dengan bukti
kepemilikan yang sah dan asli, seperti: Asli Surat Pernyataan
Pelepasan Hak, Asli Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi. Hal ini
sebagai bentuk cermat dan bertanggung jawab terhadap Surat
Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang akan diterbitkan.

3. Kompeten
Menganalisis hasil pemeriksaan Panitia A apakah sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebenaran data fisik dan data yuridis.

4. Harmonis
Untuk hasil pemeriksaan lapang yang menyimpulkan adanya
perbedaan data fisik atau data yuridis dengan keadaan di
lapangan, segera disampaikan dengan bijak dan sopan kepada
Pemohon untuk mengklarifikasi terkait perbedaan tersebut.

5. Loyal
Permohonan pendafataran tanah atas nama Pemerintah Kota
Surabaya, maka Kepala Dinas terkait (sebagai Penerima Kuasa)
dari Walikota Surabaya (sebagai Pemberi Kuasa) wajib
melampirkan Asli Surat Kuasa dan SK Pengangkatan Jabatan
sebagai bukti segala perbuatan yang dilakukan adalah sesuai
dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

6. Adaptif
Penyusunan Berita Acara, Risalah Pengolahan Data, Riwayat
Pemeriksaan Tanah, dan Surat Keputusan pemberian hak atas
tanah dapat dilakukan dengan mail merge melalui kombinasi
Microsoft excel dan Microsoft word agar memudahkan dan
mengefektifkan waktu pengerjaan.

7. Kolaboratif
Diserahkannya keseluruhan sertipikat hak atas tanah aset dari
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada hari kebangsaan
seperti hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 kepada instansi

pemerintah.

1. Mengelompokkan data di Microsoft excel
Pada tahapan ini, Penulis akan membuat satu sheet excel yang
memuat data-data dari Pemohon yang sama, antara lain: Nomor
Surat Perintah Tugas Lapang, Hari pelaksanaan Tugas Lapang,
Tanggal pelaksanaan Tugas Lapang, Peruntukkan obyek, Tanggal
Surat Perintah Setor, Tanggal Permohonan, Tanggal Surat
Penguasaan Fisik, Tanggal Surat Pernyataan Mutlak, Nomor Surat
Pernyataan Mutlak, Tanggal Surat Penguasaan Fisik dari Pemohon,

Nomor Surat Penguasaan Fisik dari Pemohon, Letak jalan,
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Kecamatan, Penggunaan, Rencana Penggunaan, Luas obyek di Peta
Bidang Tanah, Tanggal Peta Bidang Tanah, Nomor Peta Bidang Tanah,
Nomor Induk Bangunan, Sistem Administrasi Barang Milik Daerah

(SIMBADA), Tanggal penguasaan , Nama Lurah, NIP Lurah.

Gambar 3.15 Data yang sudah terinput di Microsoft Excel

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :
1. Berorientasi Pelayanan :
Sebagai wujud memahami dan memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam hal ini Pemohon dilakukan dengan
melaksanakan kinerja berupa mengelompokkan data Pemohon

di Microsoft excel dengan cekatan.

2. Akuntabel
Melaksanakan pengelompokkan data-data dari Pemohon yang
sama dengan transparan dan bertanggung jawab.

3. Kompeten
Berupaya melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan yang
diberikan dengan kualitas terbaik serta terus belajar untuk
meningkatkan kompetensi diri.

4. Adaptif
Mengelompokkan data-data Pemohon di Microsoft excel dengan
memanfaatkan teknologi yaitu menggunakan teknologi untuk
mempermudah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

5. Kolaboratif
Bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan rekan kerja
lainnya untuk menentukan dan memastikan apakah data-data

Pemohon yang dikelompokkan sudah sesuai.

2. Menghubungkan secara mailings dari data di Microsoft excel ke
Microsoft Word
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Pada tahapan kegiatan berikut, dilakukan penyusunan konsep
Risalah Pengolahan Data, konsep Risalah Pemeriksaan Tanah, dan
konsep Surat Keputusan Pemberian Hak melalui Microsoft Word.
Dilakukan dengan cara masing-masing permohonan dibuat file
terpisah untuk memudahkan proses mailings. Masing-masing file
kemudian dihubungkan dengan Microsoft excel yang telah disusun
sebelumnya, sehingga tidak perlu menginput data diri dan hasil

pelaksanaan tinjau lapang satu persatu.

AT e
@O- "+ Computer » NITAPURWANDARI (D:) » PTIP-PEMKOT » IRAPEMKOT »
_ ee---—————— eeesseeceeornSSSSm—— eaee———

Organize « Includein library « Share with + Burn New folder
r Favorites 1 1-17356-22 34-24658 | 68-33874-22 fasum
Bl Desktop ) 2-17348-22 35-24657 | 69-33941-22-fasum
4 Downloads 1 3-17359-22 36-24655 | 70-33850-22
=l Recent Places . 4-17347-22 37-24654 ) 71-33892-22
1 5-17358-22 38-24653 1 72-33800-22
i Libraries . 6-17310-22 39-24651 1 73-33896-22
3 Documents 1 7-17314-22 40-24673 1 74-33946-22
,J', Music . 8-17320-22 41-24665 1 75-33945-22
=] Pictures 1 9-17327-22 42-24633 1 76-33920-22
B videos . 10-17344-22 43-24545 ) 77-33851-22
. 11-17354-22 44-24552 . 78-33911-22
1% Computer 1 12-17299-22 45-24660 1 79-33904-22
E_:" Local Disk (C:) . 13-17330-22 4G-24635 . 80-33923-22
= NITA PURWANDARI (D:) . 14-17335-22 47-24648 . 81-34539-22
. KOPERASI BHUMI SEJAHTER: 4 15-17340-22 48-24638 ) 82-33909-22
. PEMETAPAN . 16-24624 49-245640 . 83-33887-22
. PTIP-PEMKOQT . 17-24622 50-24669 . 84-33878-22
. PTSL . 18-24626 51-24663 . 85-33913-22
| SKP DAM DP2 1 19-24629 52-24666 . 86-33976-22
::_',;- DVD RW Drive (E:) BROTHER . 20-24630 53-24659 | B7-33948-22
g HTPT (H3) 21-24632 54-24662 88-33929-22
% Whiteboard (Q:) | 22-24664 55-24667 . 89-33915-22
g% Data_Infrastruktur (R:) 23-24643 56-24644 90-33953-22
58 bt§ (\\1010.112.141) (5 | 24-24661 57-24647-22 1 91-33967-22
g% npurwandari (L) 25-24676 59-26649-22 92-33949-22
| 26-24670 60-26647-22 1 93-33932-22
&"'! Metwork 27-24663 61-26344-2020 94-33970-22
| 28-24674 62-34542-22 1 95-33961-22
. 29-24675 63-33869-22 . 96-33956-22
1 30-24672 64-33937-22 | 97-33939-22
. 31-24649 65-33934-22 o ASAL ASET
1 32-24671 66-33935-22-fasum | ASAL PELEPASAN
1 33-24656 67-33907-22 5] DATA PEMKOT IRA

Gambar 3.16 Permohonan yang telah dibuat file secara terpisah
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANG OLEH
ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAHA

Padahari mi Selasa tanggal 05 April 2022 kami vane bertanda tangan di bawah ini adalsh Angeota
Panitia Pemeriksaan Tansh A vang bertugas ke lapang :

1. Nama : DEDY CHRISTYAWAN ELYAS, SH.
NIP o 19741219 199703 1002
Jahatan © Wakil Ketna merangkap Anggota.
2. Nama : INDAH WAHTOENINGSIH.
NIP o 19630305 193603 2 003
Jahatan : Anggota
3. Nama : YAYUE HERWATI §.808.
NIP + 19650629 198602 2 003
Jzbatan : Lurzh Sukomammggal, selakn anggota.
Dengan mi kzmi telsh melakukan pemeriksazn lzpang atas permohonan :
1. Sdr : IRA TURSILOWATI, SH, MH.. bertempat tinggal di Jalan Earangrejo 137
Surzbaya, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABATA.
2. Seluas : [763 M* (Tujuh rats enam puluh tiga meter persepi).
3. Terletzkdi : - Jalan Donowsati Il
- Kelurzhan Sukomammggal
- Kecamaten Sukomanunggal
- Kotz Surabaya

dengan hasil sebagai berilot :
1. Penguasazn, Penggunazn dan Keadaon Tanzh

2. Dikusszidimiliki olsh PEMERINTAH KOTA SURABAYA (pemohon) berdasatkan Surat
Pemyatzan Penguzsasn Fistk Dan Yuridis Bidang Tanzh tanggal 25 Maret 2022 Nomeor:
593/1899/436.8 22022 dari Kepala Badan Pengelolaan Eeuangan dan Aset Daersh Kotz
Surabaya dan tercatet dalem Data Inventaris Aset(SIMBADA) NomorRegister: 123456782000
133072-1.

b. Berdasarken Surat Pemyatzan Pertangoung Jawzban Mutlak tanggal 25 Maret 2022, Nomor:
593/1900/436.8 2/2022 pemohon menyatakan bahwa terkait kebenaran materiil, warksh dan data
pada permohonan mi maka segala skibat vang timbul menjadi tanggung jawab Pemerintzh Kota
Surabaya (pemohon) sepenubhnya dan bersedia ditmtut sesuzi hubum vang berlaku serta tidak
akan melibatkan pihak lzin.

c.  Diatas bidang tanzh yang dimchon berupa Tansh dan bangyman yang rencana dipergunakean untuk
Sarana pendidikan. sesuzi dengan rencana penmtukan dan penggunaan tamzhnya.

d. Berdasarkan Peraturan Daerzh Kota Surzbaya Nomer 12 Tzhun 2014 temtang Rencana Tata
Ruang Wilavah Kota Surabava Tahun 2014-2034 jo. Peratiran Dasrsh Kotz Surzbava Nomeor §

Gambar 3.17 konsep Risalah Pemeriksaan Tanah

Gambar 3.18 Kompilasi data di Microsoft Word

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1. Berorientasi Pelayanan :
Sebagai wujud memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat dilakukan dengan melaksanakan pekerjaan dengan
sikap ramah dan melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel
Melakukan penyusunan konsep Risalah Pengolahan Data,
konsep Risalah Pemeriksaan Tanah, dan konsep Surat

Keputusan Pemberian Hak melalui Microsoft Word dengan
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efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pekerjaan dan
tugas yang diberikan.

3. Kompeten
Menghubungkan secara mailings dari data di Microsoft excel ke
Microsoft Word merupakan bentuk peningkatan kualitas dan
kompetensi Penulis dalam hal ini Penulis belajar dan
mengaplikasikan hal-hal baru untuk mempermudah pekerjaan.

4. Adaptif
Menghubungkan secara mailings dari data di Microsoft excel ke
Microsoft Word merupakan adaptif dan peka terhadap teknologi
yang mana penggunaan mailings ini dilaksanakan guna
mempermudah kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I.

5. Kolaboratif
Melakukan koordinasi dengan rekan kerja lainnya ketika

terdapat revisi hasil peninjauan lapang.

3. Menyusun Hasil Pemeriksaan Panitia A
Pada tahapan ini, setelah dilakukan mailings terhadap masing-masing
konsep Risalah Pengolahan Data, konsep Risalah Pemeriksaan Tanah,
dan konsep Surat Keputusan Pemberian Hak berdasarkan dari berkas
yang dilampirkan Pemohon, maka selanjutnya setiap konsep di print
dan dikoreksi oleh Koordinator Subseksi Penetapan Tanah Instansi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan Perkaban Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Pertanahan.
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RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A
NOMOR : 379/HP/VIII/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. TARRY PURWATI A, SSiT, M.H. : Ketua merangkap Anggota;

2. DEDY CHRISTYAWAN ELYAS, SH. : Wakil Ketua merangkap Anggota;

3. LIPUR DEWI PRASINTA, S.H. : Anggota;

4. RURY DAMAYANTI SH, MH. :  Lurah Siwalankerto, sebagai Anggota;
5. NITA PURWANDARIL S.ST. : Sekretaris merangkap Anggota.

Sccara bersama-sama merupakan Tim Panitia Pemeriksaan Tanah A scbagaimana dimaksud
dalam Peraturan Mentern Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal
27 Oktober 2021 Nomor 18 Tahun 2021 jo. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya | tanggal
12 Agustus 2022 Nomor: 107/KEP/35.78/V lU/"'OZZ dan 5 (lxma) orang Anggoln telah d.aumg di lokasi tanah
yang dimohon terletak di Jalan Jemur Andayani I, Kek , K lo, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk mengadakan pcmcnksaan atas permohonan Hak Pakai tanggal
01 Juli 2022 yang didaftarkan tanggal 11 Agustus 2022 dari Sdr. ANDIKA PRIMA SARI, S.IP., M.Si.
bertempat tinggal di Jalan Pakemb Barat, Kelurahan Pal Merah, K Pal Merah, Jakarta Barat,
bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

le URAIAN MENGENAI PEMOHON

Instansi Pemerintah

a.  Nama Pemohon : DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA
b. DomisiliTempat Kedudukan  : JAKARTA PUSAT
c. Akta Pendirian Badan :  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014
Hukum/Peraturan Pendirian tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan
Perusahaan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah -
II. URAIAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON
1. Letak
a. Jalan . Jemur Andayani |
b. Kelurahan : Siwalankerto
c. Kecamatan : Wonocolo
d. Kota : Surabaya
. Provinsi : Jawa Timur
2. Luas : 2.000 M? (Dua ribu meter persegi).
3. Peta Bidang Tanah : Tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 7682022 NIB.

12.01.02.04.06651.

L URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN

1. Jenis Hak :  Hak Pakai
2. Jangka waktu . Selama dipergunakan
3. Penggunaan
a. Penggunaan Saat Ini : Tanah kosong
b. Rencana Penggunaan . Gedung Perwakilan DPD RI di Surabaya

IV.URAIAN...

Gambar 3.19 konsep Risalah Pemeriksaan Tanah

RISALAH PENGOLAHAN DATA UNTUK PENETAPAN PEMBERIAN HAK PAKAI
ATAS NAMA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS TANAH
TERLETAK DI JALAN JEMUR ANDAYANI I, KELURAHAN SIWALANKERTO,
KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS PEMOHON
Nama :  DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.
TANAH YANG DIMOHON
1. Letak tanah : a. Jalan : Jemur Andayani I
b. Kelural . Siwalank
c. K : W I
d. Kota : Surabaya
2. Luas tanah : 2.000 M? (Dua ribu meter persegi)
3. Peta Bidang Tanah : Tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 7682022 NIB.
12.01.02.04.06651
4. Status : Tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor 40/Kelurahan
Siwalankerto seluas + 2.000 M’ tertulis atas nama
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
5. Penggunaan :  Tanah kosong
6. Rencana Penggunaan :  Gedung Perwakilan DPD RI di Surabaya
. PERTIMBANGAN
Setuju dan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan Hak Pakai sesuai Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah A tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : 379/HP/VIII/2022.
. KESIMPULAN

1. Berkas Persyaratan : Lengkap
2. Kelengkapan yang masih diperlukan 3
PERTIMBANGAN PEMBERIAN HAK

Berdasarkan data yang dilampirkan, subyek hak maupun obyek hak telah memenuhi syarat dan
setuju untuk dikabulkan dengan pertimt

1. Bahwa tanah yang dimohon Hak Pakai adalah tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor
40/Kelurahan Siwalankerto seluas + 2.000 M* tertulis atas nama PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR telah dikuasai secara fisik maupun secara yuridis oleh DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (pemohon) berdasarkan Surat
Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juni 2022 Nomor: 020/6639/203.5/2022 dan
Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kenada Dewan Perwakilan Daerah Renublik Indonesia_tanspal 24 Fehmari 2021 Noi

Gambar 3.20 konsep Risalah Pengolahan Data
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SURABAYAI

NOMOR. : /SKHP/BPN.35.78/ 12022

TENTANG
PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA ATAS TANAH TERLETAK DI JALAN JEMUR ANDAYANI I,
KELURAHAN SIWALANKERTO, KECAMATAN WONOCOLO,
KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA T

Membaca : a surat permohonan Hak Pakai tanggal 01 Juli 2022 yang didaftarkan tanggal
11 Agustus 2022 dari Sdr. ANDIKA PRIMA SARI, S.IP., M.Si. bertempat
tinggal di Jalan Pakembangan Barat, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal
Merah, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA;

b. t-surat yang berhut

L

dengan pern tersebut;

Menimbang : a.  bahwa DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA adalah
Instansi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jis. Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun
dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, telah memenuhi
syarat sebagai subyek Hak Pakai;

b. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I seluas 2.000 M? (Dua ribu meter persegi),
terletak di Jalan Jemur Andayani I, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan
Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan
dalam Peta Bidang Tanah tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 7682022
NIB. 12.01.02.04.06651;

¢. bahwa berdasarkan Surat Perny Mutlak tanggal 28 Oktober 2021 Nomor:
PL.02.04/155/DPD RI/X/2021, terkait kebenaran materiil, warkah dan data
pada permohonan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab
pemohon sepenuhnya dan apabila dikemudian hari ada permasalahan terhadap
tanah tersebut baik secara perdata maupun secara pidana pemohon akan
bertanggungjawab penuh secara mutlak dan tidak akan melibatkan pihak
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Lurah, maupun pihak terkait lainnya;

d.  bahwa berdasarkan Surat Perny P Fisik Bidang Tanah tanggal
2% Oktoher 2071 Nomor PO 04/153/DPT RIAINXT dinvatakan  telah

Gambar 3.21 konsep Surat Keputusan Pemberian Hak

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1.

Berorientasi Pelayanan :

Menyusun Hasil Pemeriksaan Panitia A dengan mengedepankan
sikap ramah dan cekatan serta melakukan perbaikan tiada
henti.

Akuntabel

Melaksanakan penyusunan hasil pemeriksaan Panitia A dengan
jujur, disiplin, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas
tinggi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang
diberikan.

Kompeten

Melaksanakan penyusunan hasil pemeriksaan Panitia A dengan
cermat dan terus belajar untuk selalu update peraturan
perundang-undangan terbaru seperti membaca Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan Perkaban
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan.

Loyal

Hasil Pemeriksaan Panitia A yang sudah jadi disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan Perkaban
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2.4.

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan.

5. Adaptif
Melaksanakan penyusunan hasil pemeriksaan Panitia A dengan
memanfaatkan teknologi yang ada seperti penggunaan mailings,
Microsoft Word, dan Microsoft Excel.

6. Kolaboratif
Melakukan koordinasi dengan Koordinator Subseksi Penetapan
Tanah Instansi untuk memastikan penyusunan hasil
pemeriksaan Panitia A telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam hal ini berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan misalnya Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan Perkaban Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Kontribusi terhadap visi misi organisasi :

Adanya 4 rangkaian berkas mulai dari Risalah Pengolahan Data,
Risalah Pemeriksaan Tanah, dan Surat Keputusan Pemberian Hak
atas tanah dapat mendukung visi Kementerian yaitu terpercaya.

Serta dapat membantu misi organisasi yaitu penataan ruang yang

terpercaya, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penguatan nilai organisasi :

Mengerjakan permohonan pemberian hak pertama kali dan melakukan
koordinasi antara Panitia A dengan Pemohon sesuai dengan hasil Peta
Bidang Tanah untuk persiapan, tempat, dan waktu pelaksanaan

Panitia A.

Kegiatan IV (keempat) yaitu penomoran Surat Keputusan Pemberian
Hak atas tanah.
Kegiatan keempat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sampai
dengan 02 September 2022 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
dengan realisasi Output sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi
yaitu : Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang sudah diberi
nomor. Lalu dalam kegiatan aktuliasasi keempat ini dibagi menjadi 3 (
tiga ) tahapan kegiatan sebagai berikut :
Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :
1. Berorientasi Pelayanan
Mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak dengan cekatan
dan responsive.

2. Akuntabel
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Dilakukan penyusunan konsep Surat Keputusan Pemberian
Hak atas tanah berdasarkan data yuridis yang sah dan data
fisik yang valid.

3. Kompeten
Segera memperbaharui progress berkas melalui KKP dan assloc.

4. Harmonis
Dilakukan koordinasi dengan masing-masing Seksi mengenai
posisi berkas.

5. Loyal
Pemohon wajib melaksanakan segala kewajiban dan hak yang
tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
yang telah terbit.

6. Adaptif
Adanya update posisi berkas memudahkan pemantauan berkas
berjalan agar tidak lewat tenggat waktu.

7. Kolaboratif
Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang telah terbit
diinformasikan kepada Pemohon untuk segera diambil di Loket

Pengambilan.

1. Upload PDF hasil pemeriksan lapang dari akun Subsie PTIP ke

Kepala Seksi Penetapan Hak dan diteruskan ke Kepala Kantor
Pertanahan melalui KKP.
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang pertama, Penulis
melakukan upload file PDF hasil pemeriksaan lapang. File PDF
didapatkan setelah Penulis melaksanakan tinjau lapang. Hasil
pemeriksaan lapang yang berupa hard file di scan untuk dijadikan
soft file. Setelah soft file berbentuk PDF, maka dapat di upload pada
Web KKP menggunakan akun Subsie PTIP.

Gambar 3.22 Berkas diteruskan kepada Kepala Seksi Penetapan Hak

dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1. Berorientasi Pelayanan :
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Sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat dilakukan
dengan melaksanakan Upload PDF hasil pemeriksan lapang
dari akun Subsie PTIP ke Kepala Seksi Penetapan Hak dan
diteruskan ke Kepala Kantor Pertanahan melalui KKP untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini Sertipikat.

2. Akuntabel
Melakukan upload file PDF hasil pemeriksaan lapang dengan
jujur dan bertanggung jawab serta menyampaikan data secara
transparan.

3. Kompeten
Melakukan upload file PDF hasil pemeriksaan lapang adalah
bentuk pengaplikasian kemampuan penulis dalam bidang
teknologi serta terus mengembangkan diri untuk menjadi
pribadi yang lebih baik.

4. Adaptif
Melaksanakan upload PDF hasil pemeriksan lapang dari akun
Subsie PTIP ke Kepala Seksi Penetapan Hak dan diteruskan ke
Kepala Kantor Pertanahan melalui KKP adalah bentuk
penggunaan teknologi dalam membantu mempermudah kinerja
serta ini membuktikan penulis cepat menyesuaikan diri dengan

perkembangan dan perubahan yang ada.

2. Beri nomor Surat Keputusan Pemberian Hak sesuai yang tercantum
di KKP.
Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang kedua, Penulis
memberikan nomor terhadap Surat Keputusan Pemberian Hak
(SKPH) sesuai dengan yang tercantum di dalam KKP. Pemberian
nomor ini untuk membedakan antara Surat Keputusan Pemberian
Hak yang satu dengan Surat Keputusan Pemberian Hak yang

lainnya.
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' Lurat-surat yang berbubungan dengan permohona eraebut

R STERIAN
PEMERINTAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTER! )

Menimbang o v REPUBLIK INDONESIA-TNI  AD  adalah

PERTAHANAN

21 Tentang Taw C
clah memenuhi syaral scbagai subyek

b bahwa tanah yang dimobon tolah dilakukan pengukuran sccara kadastual oleh
Kantor Pertanahan Kota Surabaya | seluas 1,445 M (Seribu empat ratus empat
pulub lima meter persegl), terletak di Jalan Balongsari Tama Nomor 1,
Kelurmhan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kot Surabaya, Provinsi Jawa
Timur, schagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tansh tanggal 17 Juni 2022
Nomor ; 739/2022 NIB. 12.01,14.12.01475;

¢ bahwa rkan Surat Perny P Mutlak tanggs
24 November 2021 Nomor: SPA4/XI/2021, terkait kebenaran materl, warksl
dan data pada permobonan ini maka segala akibai yang timbul menju
tanggung  jawab  PEMERINTAH REPUBLIK  INDONESIA (1
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA-TNL /

(pemohon) sepenubnya dan apabila dikemudian hari ada permasalal
terhadap tanah terscbut baik secara perdata maupun sccara pidana pemo
akan bertanggung jawab sccars mutlak dan udak akan  mehba

pihak/Instansi manapun;

dbal

Gambar 3.23 Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang

sudah diberi nomor

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1. Berorientasi Pelayanan :
Mampu memahami kebutuhan masyarakat dalam hal ini
Pemohon terhadap segera terbitnya sertipikat.

2. Akuntabel
Memberikan nomor Surat Keputusan Pemberian Hak sesuai
yang tercantum di KKP dengan jujur dan transparan serta
memiliki integritas tinggi dalam bekerja.

3. Kompeten
Menggunakan aplikasi KKP dalam membantu kinerja adalah
kemampuan diri penulis dalam menggunakan aplikasi yang
tersedia dan penulis selalu berupaya untuk belajar sesuatu hal
yang dapat meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill
penulis.

4. Adaptif
Menggunakan aplikasi KKP adalah bentuk kepekaan penulis
akan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

melaksanakan kinerja.

3. Masukkan nomor berkas, letak tanah, tahun permohonan

kemudian teruskan dengan kode akun ke Kepala Seksi Penetapan
untuk update informasi posisi berkas, melalui sistem assloc.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang ketiga, Penulis
melengkapi data — data dengan memasukkan nomor berkas, letak

tanah, tahun permohonan. Setelah lengkap, maka dapat
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dilanjutkan dengan memberikan kode akun ke Kepala Seksi untuk

mengetahui posisi berkas melalui sistem assloc.

Program Apiiasi
) Sistem Informasi Pertanahan
- Kantor Pertanahan Kota Surabaya
[ minsruze | | | Log off || [ close |
| [pne.
\)6,.,.,_‘ v BndnaPemn:-h‘an Nasional ',
[ A S

Gambar 3.24 Pencatatan berkas pada sistem assloc

Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK :

1.

Berorientasi Pelayanan :

Sebagai wujud memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat dilakukan dengan melaksanakan perbaikan tiada
henti terhadap perkerjaan dan tugas yang diberikan serta selalu
mengedepankan sikap ramah, sopan, dan bertutur kata yang
baik.

Akuntabel

Melakukan pencatatan berkas pada sistem assloc dengan jujur,
teliti, serta bertanggung jawab atas data yang telah dicatat serta
memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaan yang diberikan.

. Kompeten

Mengembangkan kemampuan dan kompetensi menjadi lebih
baik dan melaksanakan pencatatan berkas pada sistem assloc

dengan kualitas terbaik.

. Adaptif

Melakukan pencatatan berkas pada sistem assloc adalah
bentuk mudah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan
teknologi yang ada.

Kolaboratif

Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi ataupun rekan
kerja lainnya untuk mengetahui posisi berkas melalui sistem

assloc.

Kontribusi terhadap visi misi organisasi :
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Dapat berkontribusi pada visi Kementerian yaitu terciptanya
pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam
melayani masyarakat sehingga masyarakat semakin sejahtera dan
maju.

Serta dapat membantu misi Kementerian yaitu penataan ruang dan
pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan
berkeadilan dimaksudkan agar mampu bersaing dengan negara lain

dalam lingkup regional maupun global.

Penguatan nilai organisasi :
Menguatkan nilai organisasi yaitu terbentukan pelayanan pertanahan
yang mudah, cepat, dan tanggap sehingga dapat menjadi instansi yang

professional dan terpercaya.

3. Manfaat Aktualisasi

Manfaat aktualisasi yang dirasakan oleh Peserta adalah memudahkan
Peserta menyelesaikan konsep penyusunan Surat Keputusan Pemberian
Hak dengan efektif serta memudahkan koreksi apabila ada revisi.
Sedangkan manfaat aktualisasi bagi satuan kerja adalah menunjukkan
komitmen Kantor Pertanahan Kota Surabaya [ untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan tepat waktu dan dapat diandalkan. Hal ini sebagaimana
testimoni dari Senior Penulis yakni Ibu Nita Purwandari S.SiT., sebagai
Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang
telah diupload youtube melalui link berikut
https:/ /www.youtube.com /watch?v=dc0-L1eDSzI

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi
Faktor pendukung yang Penulis alami adalah Mentor dan lingkungan kerja
yang mendukung dalam mengerjakan realisasi aktualisasi. Misalnya dengan
memberikan arahan materi dan teknis mengenai hal-hal yang harus
diperhatikan dalam penyusunan konsep Surat Keputusan Pemberian Hak.
Sedangkan faktor penghambat yang Penulis amati adalah adanya beberapa
berkas permohonan yang belum lengkap persyaratannya sehingga tidak bisa
diproses. Kemudian adanya revisi peta bidang tanah sehingga

mempengaruhi hasil penyusunan konsep Surat Keputusan Pemberian Hak.
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D. Tindak lanjut

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan perlu dilakukan tindak lanjut
sebagai berikut:

Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi
Nilai — Nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya
Smart Governance

No. Nilai — Nilai
Kegiatan /Tahapan
) Dasar PNS yang Teknik Aktualisasi
Kegiatan
diaktualisasikan
1 2 3 4
1 | Melakukan monitoring | 1. Berorientasi 1. Berorientasi pelayanan:
terhadap kegiatan mailings pelayanan melakukan konsultasi
untuk memetakan ada | 2. Akuntabel sebagai bentuk
atau tidaknya kendala saat | 3. Loyal implementasi memberikan
proses mailings 4. Kompeten pelayanan prima
a. Melakukan  konsultasi | 5. Adaptif 2. Akuntabel: bertanggung
dengan mentor setiap | 6. Manajemen jawab terhadap
bulannya untuk ASN kepercayaan yang
dilakukan evaluasi dan | 7. Smart ASN diberikan dengan
masukan terhadap melakukan kegiatan
kegiatan mailings monitoring secara berkala
b. Melakukan monitoring 3. Loyal: melakukan
secara berkala wuntuk monitoring kegiatan
memastikan kelancaran mailings setiap bulannya
kegiatan mailings 4. Kompeten: meningkatkan

kualitas diri menjadi lebih
baik dengan melakukan
evaluasi dan monitoring
agar kegiatan mailings bisa
berjalan dengan lancar

S. Adaptif: melakukan
perubahan pada sistem

administrasi yang ada yaitu
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.Manajemen ASN:

dengan pemanfaatan
teknologi berupa kegiatan
mailings untuk
meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam
melakukan pekerjaan

selalu
bertanggung jawab dalam

bekerja dan selalu menjaga

integritas
. Smart ASN:
Mengembangkan sistem

administrasi menjadi lebih
baik dengan menggunakan

sistem mailings

Menggunakan mail merge
untuk membuat Surat
Perintah Tinjau Lapang

(SPTL)

S

. Berorientasi

pelayanan
Akuntabel
Loyal
Kompeten
Adaptif
Manajemen
ASN

Smart ASN

1. Berorientasi

pelayanan:
konsultasi dengan rekan
kerja ~untuk membuat
konsep mail merge SPTL

agar mempercepat tindak

lanjut permohonan
Sertipikat

. Akuntabel: SPTL dibuat
dengan tanggung jawab

sesuai permohonan yang

diajukan ke instansi

. Loyal: SPTL dibuat sesuai

dengan format yang telah

ditentukan

. Kompeten: membuat SPTL

menggunakan mail merge

dengan cermat

. Adaptif: membuat SPTL
dengan memanfaatkan
fitur mailing pada
Microsoft word dan
Microsoft excel

. Manajemen ASN: selalu

bertanggung jawab dan

menjaga nama baik

instansi
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7. Smart ASN: memanfaatkan
fitur teknologi yang
tersedia untuk

mengoptimalkan kinerja

Surabaya, 22 September 2022

Menyetujui
Mentor / atasan langsung Peserta Pelatihan
—
Tarry Purwati A, S.SiT., M.H. Jihan Anjania Aldi, S.H.

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap : Jihan Anjania Aldi, S.H.

NIP : 199803232022042002

Pangkat/golongan : [[Ia / Penata Muda

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Unit kerja : Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Instansi : Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Menyatakan bahwa:

1. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Golongan III Angkatan XXVII Tahun 2022;

2. berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan
tugas jabatan di tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi
mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang dilandasi oleh kedudukan

dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance.
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3. Bertanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 September 2022

Menyetujui
Mentor / atasan langsung Peserta Pelatihan
w—r
Tarry Purwati A, S.SiT., M.H. Jihan Anjania Aldi, S.H.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan teknik tapisan isu urgency, seriousness, growth (USG)
ditemukan adanya isu belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah instansi pemerintah pada Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Maka gagasan untuk
menyelesaiakan isu dimaksud adalah dengan penggunaan mail merge dalam
penyusunan konsep Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah. Sehingga
diharapakan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bekerja
dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai implementasi nilai ASN yaitu
Adaptif.

Gagasan isu dimaksud memiliki 4 (empat) tahapan kegiatan yaitu

Melakukan telaah persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas
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permohonan pelayanan hak atas, Pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A
(Panitia A) untuk tanah aset instansi pemerintah, Membuat Konsep Surat
Keputusan Pemberian terhadap obyek tanah yang dimohonkan untuk terbit
sertipikat, Penomoran Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah, dengan
masing-masing kegiatan mengandung nilai berorientasi pelayayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gagasan isu
penggunaan mail merge dalam penyusunan konsep Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah telah berhasil menyelesaikan isu belum efektifnya
cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah instansi
pemerintah pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I.

Adapun berdasarkan Matriks Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai Nilai
Dasar ASN Ber-AKHLAK total terdapat 120 jumlah Nilai - Nilai Dasar ASN Ber-
AKHLAK yang sudah dilaksanakan oleh Penulis di Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I, total aktualisasi Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK adalah 120,
maka nilai tersebut sama dan sesuai dengan Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK yang
sudah direncanakan selama menjalankan kegiatan aktualisasi.

Dengan demikian manfaat aktualisasi yang dirasakan oleh Peserta adalah
memudahkan Peserta menyelesaikan konsep penyusunan Surat Keputusan
Pemberian Hak dengan efektif serta memudahkan koreksi apabila ada revisi.
Sedangkan manfaat aktualisasi bagi satuan kerja adalah menunjukkan
komitmen Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk menyelesaikan pekerjaan

dengan tepat waktu dan dapat diandalkan.

. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Satuan Kerja Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I adalah konsisten melakukan perbaikan kinerja
dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada, sehingga dapat menghemat
tenaga dan waktu dalam melaksanakan tugas. Kemudian rekomendasi untuk
penyelenggara yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)
ialah konsisten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
aktualisasi Para Peserta Latsar serta melakukan evaluasi secara berkala

terhadap rencana tindak lanjut yang diajukan oleh Para Peserta Latsar.
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LAMPIRAN



Lampiran 1 : Pelaksanaan Kegiatan aktualisasi mulai dari kegiatan 1 (satu) sampai

dengan kegiatan 4 (empat) yang dilaksanakan oleh Penulis

Hari /Tanggal Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterangan
Mengecek berkas | Berkas  yang | Sudah
permohonan belum | telah ditelaah tercapai,
pernah didaftarkan pelaksanaan

kegiatan
sesuai
Melakukan dengan
Jumat, 5 Juli telaah jadwal
2022 persyaratan | Melihat PerKBPN | Ceklist berkas | Sudah
kelengkapan | Nomor 1 Tahun 2010 tercapai,
Senin, 8 dan jo Permen ATR BPN pelaksanaan
Agustus 2022 kebenaran | Nomor 18 Tahun kegiatan
berkas 2021 sesuai
Selasa, 9 permohonan dengan
Agustus 2022 pelayanan jadwal
hak atas Mengecek Berkas  yang | Sudah
tanah kelengkapan dan | sudah dicek tercapai,
kebenaran berkas pelaksanaan
mulai dari identitas kegiatan
pemohon, letak sesuai
obyek tanah, ttd, dengan
materai asli jadwal
Memastikan tidak ada | Berkas  yang | Sudah
blokir sudah diperiksa | tercapai,
pelaksanaan
kegiatan
sesuai
dengan
jadwal
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Memastikan berkas | Surat Perintah | Sudah
sudah dilakukan | Setor tercapai,
pembayaran pelaksanaan
pelayanan kegiatan
pendaftaran hak atas sesuai
tanah dengan
jadwal
Menyatukan berkas | Berkas  yang | Sudah
permohonan menjadi | sudah diperiksa | tercapai,
satu kesatuan pelaksanaan
kegiatan
sesuai
dengan
jadwal
Rabu, 10 Memeriksa hasil Peta | Peta Bidang | Sudah
Agustus 2022 Bidang yang telah | Tanah tercapai,
diterbitkan pelaksanaan
Kamis, 11 kegiatan
Agustus 2022 sesuai
dengan
Jumat, 12 Persiapan jadwal
Agustus 2022 | pelaksanaan | Menentukan tanggal | Tanggal pada | Sudah
Panitia pelaksanaan Panitia | Undangan dan | tercapai,
Senin, 15 Pemeriksaan | A Surat Perintah | pelaksanaan
Agustus 2022 Tanah A Tugas kegiatan
(Panitia A) Lapangan sesuai
Selasa, 16 untuk tanah dengan
Agustus 2022 | aset instansi jadwal
pemerintah | Membuat Surat | Surat Perintah | Sudah
Rabu, 17 Perintah Tugas | Tugas tercapai,
Agustus 2022 Lapangan Lapangan pelaksanaan
kegiatan
Kamis, 18 sesuai
Agustus 2022 dengan
jadwal
Jumat, 19 Membuat Undangan | Undangan Sudah
Agustus 2022 Pemeriksaan Lapang tercapai,
dan Sidang Panitia A pelaksanaan
untuk  disampaikan kegiatan
kepada Lurah dan sesuai
Pemohon dengan
jadwal
Datang ke Kelurahan | Dokumentasi Sudah
setempat untuk | kegiatan tercapai,
melihat Buku C letak pelaksanaan
obyek tanah vyang kegiatan
dimohonkan sesuai
dengan
jadwal
Melaksanakan Berita  Acara | Sudah
Peninjauan Pemeriksaan tercapai,
Lapangan ke lokasi | Lapang pelaksanaan
permohonan obyek kegiatan
tanah bersama sesuai
dengan Lurah dengan
jadwal
Mengamati batas- | Dokumentasi Sudah
batas obyek tanah | kegiatan tercapai,
yang dimohonkan pelaksanaan
serta memperhatikan kegiatan
apakah terdapat sesuai
sengketa atau
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permasalahan dengan
setempat jadwal
Mengelompokkan Data yang | Sudah
data di  Microsoft | sudah terinput | tercapai,
excel di Microsoft | pelaksanaan
Senin, 22 Excel kegiatan
Agustus 2022 Membuat sesuai
Konsep dengan
Selasa, 23 Surat jadwal
Agustus 2022 Keputusan | Menghubungkan Kompilasi data | Sudah
Pemberian | secara mailings dari | di Microsoft | tercapai,
Rabu, 24 terhadap data di Microsoft | Word pelaksanaan
Agustus 2022 | obyek tanah | excel ke Microsoft kegiatan
yang Word sesuai
Kamis, 25 dimohonkan dengan
Agustus 2022 untuk terbit jadwal
sertipikat | Menyusun Hasil | Risalah Sudah
Jumat, 26 Pemeriksaan Panitia | Pengolahan tercapai,
Agustus 2022 A Data pelaksanaan
kegiatan
Risalah sesuai
Pemeriksaan dengan
Tanah jadwal
Surat
Keputusan
Pemberian Hak
Berkas Sudah
Upload PDF hasil | diteruskan tercapal,
pemeriksan lapang | kepada Kepala | pelaksanaan
dari akun Subsie | Seksi kegiatan
PTIP ke Kepala Seksi | Penetapan Hak | sesuai
Penetapan Hak dan | dan Kepala | dengan
diteruskan ke Kepala | Kantor jadwal
Senin, 29 Kantor Pertanahan | Pertanahan
Agustus 2022 melalui KKP Kota Surabaya
I
Selasa, 30 Melakukan Surat Sudah
Agustus 2022 penomoran Surat | Keputusan tercapai,
Keputusan Pemberian Hak | pelaksanaan
Rabu, 31 Penomoran | Pemberian Hak | atas tanah | kegiatan
Agustus 2022 Surat sesuai yang | Instansi sesuai
Keputusan | tercantum di KKP Pemerintah dengan
Kamis, 01 Pemberian yang sudah | jadwal
September Hak atas diberi nomor
2022 tanah Masukkan nomor | Pencatatan Sudah
Instansi berkas, letak tanah, | berkas pada | tercapai,
Jumat, 02 Pemerintah | tahun  permohonan | sistem assloc pelaksanaan
September kemudian teruskan kegiatan
Agustus 2022 dengan kode akun ke sesuai
Kepala Seksi dengan
Penetapan untuk jadwal
update informasi
posisi berkas, melalui
sistem assloc
Mentor Peserta
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Tarry Purwati Jihan Anjania Aldi, S.H.
A, S.SIT., M.H. NIP : 199803232022042002
NIP : 19840331 200903 2 005

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Mentor

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama :Jihan Anjania Aldi, S.H.

NIP :199803232022042002

Unitkerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Isu . Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
instansi pemerintah

Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak atas
tanah instansi pemerintah

Kegiatan 1 : Melakukan telaah persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan

pelayanan hak atas tanah

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

1. Mengecek berkas permohonan belum
pernah didaftarkan

2. Melihat PerKkBPN Nomor 1 Tahun 2010
jo Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun
2021

3. Mengecek kelengkapan dan kebenaran
berkas mulai dari identitas pemohon,
letak obyek tanah, ttd, materai asli

4. Memastikan tidak ada blokir
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5.

6.

Memastikan berkas sudah dilakukan
pembayaran pelayanan pendaftaran
hak atas tanah

Menyatukan berkas permohonan
menjadi satu kesatuan

Output kegiatan terhadap permasalahan
Isu:
Berkas yang telah ditelaah

Keterkaitan substansi mata pelatihan:

Berorientasi pelayanan:

Saya akan menerima berkas
permohonan yang masuk dengan sikap
sopan, ramah, menghargai, responsive,
dan menanyakan kepada Pemohon
apakah ada kesulitan atau kendala untuk
memastikan Pemohon memahami
kebutuhannya.

Akuntabel:

Berkas permohonan yang masuk,
kemudian dicatat secara konsisten nomor
berkasnya dan diletakkan di tempat yang
baik agar tidak rusak/hilang/tertukar.

Kompeten:

Berdasarkan permohonan yang masuk
dianalisis jenis hak atas tanah yang
dimohonkan dengan perolehannya.

Harmonis:

Apabila terdapat kekurangan/kesalahan
berkas, segera disampaikan kepada
Pemohon dengan sikap sopan dan
peduli.

Loyal:

Berkas kemudian dicek kembali apakah
benar subyek dan obyek permohonan
sudah  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Adaptif:

Berkas yang sudah benar, dilanjutkan
dengan dimasukkan ke dalam Microsoft
excel untuk dikompilasi dan diperbaharui
total permohonan yang masuk.

Kolaboratif:

Menyampaikan informasi kepada
Pemohon dan Lurah setempat bahwa
berkas dapat ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.
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Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:
Dengan adanya berkas yang ditelaah dan
nomor berkasnya dimasukkan ke dalam
sistem assloc maka akan membantu
memberikan kontribusi visi Kementerian
yaitu mewujudkan penataan ruang dan
pengelolaan pertanahan yang terpercaya
dan berstandar dunia dalam melayani
masyarakat.

Serta membantu misi Kementerian vyaitu
terciptanya pengelolaan pertanahan yang
produkif dan berorientasi ekonomi.

Penguatan nilai organisasi:

Melayani :

Telaah berkas yang kemudian nomor
berkasnya dihubungkan dengan sistem
assloc dapat menguatkan nilai organisasi
yaitu kemudahan pelayanan pertanahan
yaitu salah satunya pendaftaran hak
pertama kali
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama :Jihan Anjania Aldi, S.H.

NIP :199803232022042002

Unitkerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

Jabatan :Analis Hukum Pertanahan

Isu . Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
instansi pemerintah

Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak atas
tanah instansi pemerintah

Kegiatan 2 : Persiapan pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) untuk tanah

aset instansi pemerintah

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:
1. Memeriksa hasil Peta Bidang yang telah

diterbitkan
2. Menentukan tanggal pelaksanaan
Panitia A
3. Membuat Surat Perintah  Tugas
Lapangan

4. Membuat Undangan Pemeriksaan
Lapang dan Sidang Panitia A untuk
disampaikan kepada Lurah dan
Pemohon

5. Datang ke Kelurahan setempat untuk
melihat Buku C letak obyek tanah yang
dimohonkan

6. Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke
lokasi permohonan obyek tanah
bersama dengan Lurah

7. Mengamati batas-batas obyek tanah
yang dimohonkan serta memperhatikan
apakah terdapat sengketa atau
permasalahan setempat

Output kegiatan terhadap permasalahan
isu:

Surat Perintah Tugas Lapangan, Undangan,
Berita Acara Pemeriksaan Lapang, dan
dokumentasi kegiatan
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Keterkaitan substansi mata pelatihan:

Berorientasi pelayanan:

Mengerjakan permohonan pemberian hak
pertama kali dan melakukan koordinasi
antara Panitia A dengan Pemohon sesuai
dengan hasil Peta Bidang Tanah untuk
persiapan, tempat, dan waktu pelaksanaan
Panitia A.
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Akuntabel:

Pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A
(Panitia A) harus dengan Surat Perintah
Tugas Lapangan yang ditandatangani oleh
Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah
Instansi Pemerintah, dengan stemple asli,
dan rangkap 2 (dua). Hal ini dimaksudkan
untuk data penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ).

Kompeten:

Panitia A dilaksanakan oleh seorang Analis
Hukum Pertanahan dengan maksud mampu
memahami kebenaran data fisik dan data
yuridis terhadap obyek tanah yang
dimohonkan.

Harmonis:

Peninjauan Lapangan oleh Panitia A
dilaksanakan dengan itikad baik dan sikap
saling memahami. Misalnya seperti
kesulitan memahami data fisik atau data
yuridis dengan Riwayat Tanah Buku C,
maka Pemohon dan Panitia A
mengedepankan musyawarah untuk
menyelesaikan dan mencari solusi atas
hambatan dimaksud.

Loyal:

Apabila pemeriksaan tanah dilakukan tanpa
kehadiran Lurah maka Hasil Pemeriksaan
Panitia A adalah cacat hukum karena tidak
sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan

Adaptif:

Untuk memudahkan koordinasi awal,
Undangan Pemeriksaan Panitia A dapat
dibagikan secara online melalui whatsapp.

Kolaboratif:

KolaboraiDilakukan rapat koordinasi antara
Kantor Pertanahan Kota Surabaya | dengan
instansi  pemerintah  untuk membahas
perencanaan dan evaluasi sertipikasi tanah
aset
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Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:
Dengan adanya Surat Perintah Tugas
Lapangan dan Undangan Pemeriksaan
Lapang dan Sidang Panitia A memberikan
kontribusi Visi Kementerian yaitu
terwujudnya penyelenggaraan pertanahan
yang terpercaya.

Serta membantu misi Kementerian yaitu
menyelenggarakan penataan ruang dengan
berorientasi pada aspek ekonomi yaitu
penyelenggaraan penataan ruang dan
pertanahan yang produkiif;

Penguatan nilai organisasi:

Terpercaya

Adanya Surat Perintah Tugas Lapangan dan
Undangan Pemeriksaan Lapang dan
Sidang Panitia A dapat menguatkan nilai
organisasi  yaitu terpercaya, karena
diharapkan dapat menciptakan kondisi kerja
yang transparan.

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR
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Nama :Jihan Anjania Aldi, S.H.

NIP :199803232022042002

Unitkerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

Jabatan . Analis Hukum Pertanahan

Isu . Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
instansi pemerintah

Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak atas
tanah instansi pemerintah

Kegiatan 3 : Membuat Konsep Surat Keputusan Pemberian terhadap obyek tanah yang

dimohonkan untuk terbit sertipikat

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

8. Mengelompokkan data di Microsoft
excel

9. Menghubungkan secara mailings dari
data di Microsoft excel ke Microsoft
Word

10. Menyusun Hasil Pemeriksaan Panitia A

Output kegiatan terhadap permasalahan
isu:

Konsep Risalah Pengolahan Data, Konsep
Risalah Pemeriksaan Tanah, Konsep Surat
Keputusan Pemberian Hak

Keterkaitan substansi mata pelatihan:

Berorientasi pelayanan:
Saya akan segera menindaklanjuti hasil
pemeriksaan Panitia A dengan jangka waktu
paling lamal4 hari kerja.

Akuntabel:
Permohonan hak atas tanah harus disertai

dengan bukti kepemilikan yang sah dan asli,
seperti: Asli Surat Pernyataan Pelepasan
Hak, Asli Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi.
Hal ini sebagai bentuk cermat dan
bertanggung jawab terhadap Sertipikat yang
akan diterbitkan.
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Kompeten:

Menganalisis hasil pemeriksaan Panitia A
apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
kebenaran data fisik dan data yuridis.

Harmonis:

Untuk hasil pemeriksaan lapang yang
menyimpulkan adanya perbedaan data fisik
atau data yuridis dengan keadaan di
lapangan, segera disampaikan dengan bijak
dan sopan kepada Pemohon untuk
mengklarifikasi terkait perbedaan tersebut.

Loyal:

Permohonan pendafataran tanah atas nama
Pemerintah Kota Surabaya, maka Kepala
Dinas terkait (sebagai Penerima Kuasa) dari
Walikota Surabaya (sebagai Pemberi
Kuasa) wajib melampirkan Asli Surat Kuasa
dan SK Pengangkatan Jabatan sebagai
bukti segala perbuatan yang dilakukan
adalah sesuai dengan kewenangan yang
melekat pada jabatannya.

Adaptif:

Penyusunan  Berita Acara, Risalah
Pengolahan Data, Riwayat Pemeriksaan
Tanah, dan Surat Keputusan pemberian hak
atas tanah instansi pemerintah dapat
dilakukan dengan mail merge melalui
kombinasi Microsoft excel dan Microsoft
word agar memudahkan dan
mengefektifkan waktu pengerjaan.

Kolaboratif:
Diserahkannya keseluruhan sertipikat hak

atas tanah aset dari Kantor Pertanahan Kota
Surabaya | pada hari kebangsaan seperti
hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 kepada
instansi pemerintah
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Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:
Adanya rangkaian berkas mulai dari Risalah
Pengolahan Data, Risalah Pemeriksaan
Tanah, dan Surat Keputusan Pemberian
Hak atas tanah instansi pemerintah dapat
mendukung  visi  Kementerian  yaitu
terpercaya.

Serta dapat membantu misi organisasi yaitu
penataan ruang yang  terpercaya,
berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penguatan nilai organisasi:

Profesional

Dapat menguatkan nilai organisasi yaitu
professional untuk segera menyelesaikan
permohonan agar tidak menjadi tunggakan
pekerjaan .

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR
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Nama :Jihan Anjania Aldi, S.H.

NIP :199803232022042002

Unitkerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

Jabatan :Analis Hukum Pertanahan

Isu :  Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
instansi pemerintah

Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak atas

tanah instansi pemerintah
Kegiatan 4 : Penomoran Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah instansi pemerintah

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

11.Upload PDF hasil pemeriksan lapang
dari akun Subsie PTIP ke Kepala Seksi
Penetapan Hak dan diteruskan ke
Kepala Kantor Pertanahan melalui KKP

12. Beri nomor Surat Keputusan Pemberian
Hak atas tanah instansi pemerintah
sesuai yang tercantum di KKP

13. Masukkan nomor berkas, letak tanah,
tahun permohonan kemudian teruskan
dengan kode akun ke Kepala Seksi
Penetapan untuk update informasi posisi
berkas, melalui sistem assloc

Output kegiatan terhadap permasalahan
isu:

Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
instansi pemerintah yang telah diberi nomor.

Keterkaitan substansi mata pelatihan:

Berorientasi pelayanan:

Apabila permohonan yang diajukan terdapat
keberatan dari warga atau ditemukan
adanya permasalahan, maka dilakukan
klarifikasi dengan Pemohon sebagai wujud
aktualisasi nilai beroerintasi pelayanan.

Akuntabel:

Dilakukan penyusunan konsep Berita Acara
Pemeriksaan Lapang, Risalah Pengolahan
Data, Risalah Pemeriksaan Tanah, Surat
Keputusan Pemberian Hak atas tanah
Instansi Pemerintah berdasarkan data
yuridis yang sah dan data fisik yang valid.
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Kompeten:

Berkas yang tidak terdapat permasalahan atau
blokir, maka akan segera ditindaklanjuti. Tetapi
jlka masih ada permasalahan maka berkas
permohonan tidak akan diproses sampai dengan
permasalahan selesai.

Harmonis:

Dilakukan koordinasi dengan masing-masing
Seksi mengenai posisi berkas.

Loyal:

Pemohon wajib melaksanakan segala kewajiban
dan hak yang tercantum dalam Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah Instansi Pemerintah
yang telah terbit.

Adaptif:

Adanya update posisi berkas memudahkan
pemantauan berkas berjalan agar tidak lewat
tenggat waktu.

Kolaboratif:

Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
Instansi Pemerintah  yang telah terbit
diinformasikan kepada Pemohon untuk segera
diambil di Loket Pengambilan.

Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:
Dapat berkontribusi pada visi Kementerian yaitu
terciptanya pengelolaan  pertanahan yang
terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani
masyarakat sehingga masyarakat semakin
sejahtera dan maju.

Serta dapat membantu misi Kementerian yaitu
penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang
produktif,  berkelanjutan, dan  berkeadilan
dimaksudkan agar mampu bersaing dengan
negara lain dalam lingkup regional maupun global

Penguatan nilai organisasi:

Melayani

Menguatkan nilai organisasi yaitu terbentukan
pelayanan pertanahan yang mudah, cepat, dan
tanggap sehingga dapat menjadi instansi yang
professional dan terpercaya. .

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Coach
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama :Jihan Anjania Aldi, S.H.

NIP :199803232022042002

Unitkerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Isu . Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
instansi pemerintah

Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak atas
tanah instansi pemerintah

Kegiatan 1 : Melakukan telaah persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan

pelayanan hak atas tanah

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan media
coaching

Tahapan Kegiatan:
1. Mengecek berkas permohonan belum
pernah didaftarkan
2. Melihat PerKBPN Nomor 1 Tahun 2010 jo
Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021
3. Mengecek kelengkapan dan kebenaran
berkas mulai dari identitas pemohon, letak
obyek tanah, ttd, materai asli
. Memastikan tidak ada blokir
5. Memastikan berkas sudah dilakukan
pembayaran pelayanan pendaftaran hak
atas tanah
6. Menyatukan berkas permohonan menjadi
satu kesatuan

IN

Output kegiatan terhadap permasalahan isu:
Berkas yang telah ditelaah

Keterkaitan substansi mata pelatihan:

- Berorientasi pelayanan:
Saya akan menerima berkas permohonan
yang masuk dengan sikap sopan, ramabh,
menghargai, responsive, dan
menanyakan kepada Pemohon apakah
ada kesulitan atau kendala untuk
memastikan Pemohon memahami
kebutuhannya.

- Akuntabel:
Berkas permohonan yang masuk,
kemudian dicatat secara konsisten nomor
berkasnya dan diletakkan di tempat yang
baik agar tidak rusak/hilang/tertukar.

- Kompeten:
Berdasarkan permohonan yang masuk
dianalisis jenis hak atas tanah yang
dimohonkan dengan perolehannya.

- Harmonis:
Apabila terdapat kekurangan/kesalahan
berkas, segera disampaikan kepada
Pemohon dengan sikap sopan dan peduli.
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- Loyal:
Berkas kemudian dicek kembali apakah
benar subyek dan obyek permohonan
sudah  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

- Adaptif:
Berkas yang sudah benar, dilanjutkan
dengan dimasukkan ke dalam Microsoft
excel untuk dikompilasi dan diperbaharui
total permohonan yang masuk.

- Kolaboratif:
Menyampaikan informasi kepada
Pemohon dan Lurah setempat bahwa
berkas dapat ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.

Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:
Dengan adanya berkas yang ditelaah dan
nomor berkasnya dimasukkan ke dalam
sistem assloc maka akan membantu
memberikan kontribusi visi Kementerian
yaitu mewujudkan penataan ruang dan
pengelolaan pertanahan yang terpercaya
dan berstandar dunia dalam melayani
masyarakat.

Serta membantu misi Kementerian yaitu
terciptanya pengelolaan pertanahan yang
produkif dan berorientasi ekonomi.

Penguatan nilai organisasi:

Melayani :

Telaah berkas yang kemudian nomor
berkasnya dihubungkan dengan sistem
assloc dapat menguatkan nilai organisasi
yaitu kemudahan pelayanan pertanahan
yaitu salah satunya pendaftaran hak
pertama kal

Bogor, 12 Agustus 2022
COACH

TTD

(ULFI RATNANINGSIH S., S.Psi)
NIP: 19840331 200903 2 005

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama : Jihan Anjania Aldi, S.H.
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NIP :199803232022042002

Unitkerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Isu . Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
instansi pemerintah

Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak atas
tanah instansi pemerintah

Kegiatan 1 : Persiapan pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) untuk tanah

aset instansi pemerintah

Waktu dan media

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching coaching

Tahapan Kegiatan:
1. Memeriksa hasil Peta Bidang yang telah

diterbitkan
2. Menentukan tanggal pelaksanaan
Panitia A
3. Membuat Surat Perintah  Tugas
Lapangan

4. Membuat Undangan Pemeriksaan
Lapang dan Sidang Panitia A untuk
disampaikan kepada Lurah dan
Pemohon

5. Datang ke Kelurahan setempat untuk
melihat Buku C letak obyek tanah yang
dimohonkan

6. Melaksanakan Peninjauan Lapangan ke
lokasi  permohonan obyek tanah
bersama dengan Lura

7. Mengamati batas-batas obyek tanah
yang dimohonkan serta memperhatikan
apakah terdapat sengketa atau
permasalahan setempat

Output kegiatan terhadap permasalahan isu:
Surat Perintah Tugas Lapangan, Undangan,
Berita Acara Pemeriksaan Lapang, dan
dokumentasi kegiatan

Keterkaitan substansi mata pelatihan:
Berorientasi pelayanan:

Mengerjakan permohonan pemberian hak
pertama kali dan melakukan koordinasi
antara Panitia A dengan Pemohon sesuai
dengan hasil Peta Bidang Tanah untuk
persiapan, tempat, dan waktu pelaksanaan
Panitia A.
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Akuntabel:

Pelaksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A
(Panitia A) harus dengan Surat Perintah
Tugas Lapangan yang ditandatangani oleh
Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah
Instansi Pemerintah, dengan stemple asli,
dan rangkap 2 (dua). Hal ini dimaksudkan
untuk data penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ).

Kompeten:

Panitia A dilaksanakan oleh seorang Analis
Hukum Pertanahan dengan maksud mampu
memahami kebenaran data fisik dan data
yuridis terhadap obyek tanah yang
dimohonkan.

Harmonis:

Peninjauan Lapangan oleh Panitia A
dilaksanakan dengan itikad baik dan sikap
saling memahami. Misalnya seperti kesulitan
memahami data fisik atau data yuridis
dengan Riwayat Tanah Buku C, maka
Pemohon dan Panitia A mengedepankan
musyawarah untuk menyelesaikan dan
mencari solusi atas hambatan dimaksud.
Loyal:

Apabila pemeriksaan tanah dilakukan tanpa
kehadiran Lurah maka Hasil Pemeriksaan
Panitia A adalah cacat hukum karena tidak
sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Adaptif:

Untuk memudahkan koordinasi awal,
Undangan Pemeriksaan Panitia A dapat
dibagikan secara online melalui whatsapp.
Kolaboratif:

Dilakukan rapat koordinasi antara Kantor
Pertanahan Kota Surabaya | dengan instansi
pemerintah untuk membahas perencanaan
dan evaluasi sertipikasi tanah aset.

Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:
Dengan adanya Surat Perintah Tugas
Lapangan dan Undangan Pemeriksaan
Lapang dan Sidang Panitia A memberikan
kontribusi Visi Kementerian yaitu
terwujudnya penyelenggaraan pertanahan
yang terpercaya.

Serta membantu misi Kementerian yaitu
menyelenggarakan penataan ruang dengan
berorientasi pada aspek ekonomi yaitu
penyelenggaraan penataan ruang dan
pertanahan yang produkiif.

Penguatan nilai organisasi:
Berorientasi pelayanan:
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Mengerjakan permohonan pemberian hak
pertama kali dan melakukan koordinasi
antara Panitia A dengan Pemohon sesuai
dengan hasil Peta Bidang Tanah untuk
persiapan, tempat, dan waktu pelaksanaan
Panitia A.

Bogor, 19 Agustus 2022
COACH

TTD

(ULFI RATNANINGSIH S., S.Psi)
NIP: 19840331 200903 2 005

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH
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Nama : Jihan Anjania Aldi, S.H.

NIP :199803232022042002

Unitkerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Isu . Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak Instansi
Pemerintah atas tanah instansi pemerintah

Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak atas
tanah instansi pemerintah

Kegiatan 3 : Membuat Konsep Surat Keputusan Pemberian terhadap obyek tanah yang

dimohonkan untuk terbit sertipikat

Waktu dan media

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching coaching

Tahapan Kegiatan:
1. Mengelompokkan data di Microsoft excel TTD
2.Menghubungkan secara mailings dari
data di Microsoft excel ke Microsoft Word
3. Menyusun Hasil Pemeriksaan Panitia A

Output kegiatan terhadap permasalahan isu:
Konsep Risalah Pengolahan Data, Konsep TTD
Risalah Pemeriksaan Tanah, dan Konsep
Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
Instansi Pemerintah

Keterkaitan substansi mata pelatihan:
Berorientasi pelayanan: TTD

Saya akan segera menindaklanjuti hasil
pemeriksaan Panitia A dengan jangka waktu
paling lamal4 hari kerja.
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Akuntabel:

Permohonan hak atas tanah harus disertai
dengan bukti kepemilikan yang sah dan asli,
seperti: Asli Surat Pernyataan Pelepasan
Hak, Asli Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi.
Hal ini sebagai bentuk cermat dan
bertanggung jawab terhadap Sertipikat yang
akan diterbitkan.

Kompeten:

Menganalisis hasil pemeriksaan Panitia A
apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
kebenaran data fisik dan data yuridis.
Harmonis:

Untuk hasil pemeriksaan lapang yang
menyimpulkan adanya perbedaan data fisik
atau data yuridis dengan keadaan di
lapangan, segera disampaikan dengan bijak
dan sopan kepada Pemohon untuk
mengklarifikasi terkait perbedaan tersebut.
Loyal:

Permohonan pendafataran tanah atas nama
Pemerintah Kota Surabaya, maka Kepala
Dinas terkait (sebagai Penerima Kuasa) dari
Walikota Surabaya (sebagai Pemberi
Kuasa) wajib melampirkan Asli Surat Kuasa
dan SK Pengangkatan Jabatan sebagai
bukti segala perbuatan yang dilakukan
adalah sesuai dengan kewenangan yang
melekat pada jabatannya.

Adaptif:

Penyusunan Berita  Acara, Risalah
Pengolahan Data, Riwayat Pemeriksaan
Tanah, dan Surat Keputusan pemberian hak
atas tanah Instansi Pemerintah dapat
dilakukan dengan mail merge melalui
kombinasi Microsoft excel dan Microsoft
word agar memudahkan dan mengefektitkan
waktu pengerjaan.

Kolaboratif:

Diserahkannya keseluruhan sertipikat hak
atas tanah aset dari Kantor Pertanahan Kota
Surabaya | pada hari kebangsaan seperti
hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 kepada
instansi pemerintah.

Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:
Adanya rangkaian berkas mulai dari Risalah
Pengolahan Data, Risalah Pemeriksaan
Tanah, dan Surat Keputusan Pemberian
Hak atas tanah Instansi Pemerintah dapat
mendukung  visi  Kementerian  vyaitu
terpercaya.

TTD
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Serta dapat membantu misi organisasi yaitu
penataan ruang  yang terpercaya,
berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penguatan nilai organisasi:
Berorientasi pelayanan:

Mengerjakan permohonan pemberian hak
pertama kali dan melakukan koordinasi
antara Panitia A dengan Pemohon sesuai
dengan hasil Peta Bidang Tanah untuk
persiapan, tempat, dan waktu pelaksanaan
Panitia A.

TTD
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama :Jihan Anjania Aldi, S.H.

NIP :199803232022042002

Unitkerja : Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Isu . Belum efektifnya cara mengerjakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
instansi pemerintah

Gagasan : Penggunaan mailings dalam penyusunan Surat Keputusan Pemberian Hak atas
tanah instansi pemerintah

Kegiatan 4 : Penomoran Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah Instansi Pemerintah

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan media

coaching

Tahapan Kegiatan:

1. Upload PDF hasil pemeriksan lapang dari TTD
akun Subsie PTIP ke Kepala Seksi
Penetapan Hak dan diteruskan ke Kepala
Kantor Pertanahan melalui KKP

2. Beri nomor Surat Keputusan Pemberian
Hak Instansi Pemerintah sesuai yang
tercantum di KKP

3. Masukkan nomor berkas, letak tanah,
tahun permohonan kemudian teruskan
dengan kode akun ke Kepala Seksi
Penetapan untuk update informasi posisi
berkas, melalui sistem assloc

Output kegiatan terhadap permasalahan isu:

TTD
Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah
Instansi Pemerintah yang sudah diberi
nomor
Keterkaitan substansi mata pelatihan:
TTD

Berorientasi pelayanan:

Apabila permohonan yang diajukan terdapat
keberatan dari warga atau ditemukan adanya
permasalahan, maka dilakukan klarifikasi dengan
Pemohon sebagai wujud aktualisasi nilai
beroerintasi pelayanan.

Akuntabel:

Dilakukan penyusunan konsep Berita Acara
Pemeriksaan Lapang, Risalah Pengolahan Data,
Risalah Pemeriksaan Tanah, Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah berdasarkan data
yuridis yang sah dan data fisik yang valid.
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Kompeten:

Berkas yang tidak terdapat permasalahan atau
blokir, maka akan segera ditindaklanjuti. Tetapi jika
masih ada permasalahan maka berkas
permohonan tidak akan diproses sampai dengan
permasalahan selesai.

Harmonis:

Dilakukan koordinasi dengan masing-masing Seksi
mengenai posisi berkas.

Loyal:

Pemohon wajib melaksanakan segala kewajiban
dan hak yang tercantum dalam Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah yang telah terbit.
Adaptif:

Adanya update posisi berkas memudahkan
pemantauan berkas berjalan agar tidak lewat
tenggat waktu.

Kolaboratif:

Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang
telah terbit diinformasikan kepada Pemohon untuk
segera diambil di Loket Pengambilan.

Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:
Dapat berkontribusi pada visi Kementerian yaitu
terciptanya  pengelolaan  pertanahan  yang
terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani
masyarakat sehingga masyarakat semakin
sejahtera dan maju.

Serta dapat membantu misi Kementerian yaitu
penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang
produktif,  berkelanjutan, dan  berkeadilan
dimaksudkan agar mampu bersaing dengan
negara lain dalam lingkup regional maupun global

TTD

Penguatan nilai organisasi:

Melayani

Menguatkan nilai organisasi Yyaitu terbentukan
pelayanan pertanahan yang mudah, cepat, dan
tanggap sehingga dapat menjadi instansi yang
professional dan terpercaya. .

TTD

Bogor, 02 September 2022
COACH

TTD

(ULFI RATNANINGSIH S., S.Psi)
NIP: 19840331 200903 2 005
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Lampiran 5 : Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Habituasi Nilai BerAKHLAK

Jumlah Penerapan/Habituasi Nilai

No. | Kegiatan/Tahapan Kegiatan Rencana Realisasi

Ber| A K H L | A| K |Jumlah | Ber A K H L A K | Jumlah

1. | Melakukan telaah
persyaratan  kelengkapan
dan  kebenaran  berkas |1 1 1 |1 1 5 1 1 1 1 |1 5
permohonan pelayanan hak
atas tanah
1. Mengecek berkas
permohonan belum | 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

pernah didaftarkan

2. Melihat PerKBPN Nomor
1 Tahun 2010 jo Permen
ATR BPN Nomor 18
Tahun 2021

3. Mengecek kelengkapan
dan kebenaran berkas | 1 1 1 1 1 1|1 7 1 1 1 1 |1 |1 1 |7

mulai dari identitas
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pemohon, letak obyek

tanah, ttd, materai asli

Memastikan tidak ada

blokir *
5. Memastikan berkas
sudah dilakukan
pembayaran pelayanan 7
pendaftaran hak atas
tanah
6. Menyatukan berkas
permohonan menjadi 3
satu kesatuan
Pelaksanaan Panitia
Pemeriksaan  Tanah A .
(Panitia A) untuk tanah aset
instansi pemerintah
- Memeriksa hasil Peta
Bidang yang telah 6
diterbitkan
- Menentukan tanggal 4

pelaksanaan Panitia A
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Membuat Surat
Perintah Tugas

Lapangan

Membuat Undangan
Pemeriksaan Lapang
dan Sidang Panitia A
untuk disampaikan
kepada Lurah dan

Pemohon

Datang ke Kelurahan
setempat untuk melihat
Buku C letak obyek

tanah yang dimohonkan

Melaksanakan

Peninjauan Lapangan
ke lokasi permohonan
obyek tanah bersama

dengan Lurah

Mengamati batas-batas
obyek tanah yang
dimohonkan serta

memperhatikan apakah
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terdapat sengketa atau

permasalahan setempat

Membuat Konsep Surat
Keputusan Pemberian
terhadap obyek tanah yang
dimohonkan untuk terbit

sertipikat

-  Mengelompokkan data di

Microsoft excel

- Menghubungkan secara
mailings dari data di
Microsoft excel ke
Microsoft Word

-  Menyusun Hasil

Pemeriksaan Panitia A

Penomoran Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah

Instansi Pemerintah

- Upload PDF hasil
pemeriksan lapang dari
akun Subsie PTIP ke
Kepala Seksi Penetapan
Hak dan diteruskan ke
Kepala Kantor Pertanahan
melalui KKP
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7. Beri nomor Surat
Keputusan Pemberian Hak
atas tanah Instansi | 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
Pemerintah sesuai yang
tercantum di KKP

- Masukkan nomor berkas,
letak tanah, tahun
permohonan kemudian
teruskan dengan kode
akun ke Kepala Seksi
Penetapan untuk update
informasi posisi berkas,

melalui sistem assloc

Jumlah | 23 | 23 |22 | 11 | 14 | 15| 12 120 |23 23 |22 |11 14|15 |12|120

Tabel Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Habituasi Nilai BerAKHLAK
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